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Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui transparansi dan 
akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan 
pengelolaan keuangan ADD di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa dalam 
pencapaian good governance. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian yang menghasilkan 
data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 
dapat diamati. Dengan kata lain, penelitian ini disebut penelitian kualitatif karena 
merupakan penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. Jenis pendekatan 
penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha 
untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data.  
Hasil penelitian menujukkan bahwa tahap perencanaan ADD di 3 (desa) desa 
telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi. Hal ini dibuktikan dengan 
kehadiran masyarakat yang sangat antusias dalam forum musyawarah desa 
(musrenbangdes). Tahap pelaksanaan, prinsip transparansi terpenuhi dengan adanya 
informasi (papan informasi) yang jelas mengenai jadwal pelaksanaan fisik yang di 
danai oleh ADD. Untuk prinsip akuntabilitas sudah terlaksana sepenuhnya karena 
pertanggungjawaban secara fisik dan administrasinya sudah selesai dan lengkap dan 
sudah sesuai dengan prinsip-prinsip good governane. Tahap pertanggungjawaban 
ADD, belum terjadi pertanggungjawaban secara langsung kepada masyarakat. Hal 
tersebut terjadi karena belum ada transparansi atau keterbukaan oleh pemerintah desa 
sebagai pengelola ADD kepada masyarakat dalam bentuk informasi penggunaan dana 
ADD. Pengawasan pengelolaan keuangan ADD yang dilakukan oleh BPD sebagai 
pengawas berfungsi untuk menetapkan peraturan desa bersama kepala desa sudah 
menjalankan tugasnya dengan baik.  
. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia sebagai sebuah negara yang dibangun di atas dan dari desa. Istilah 
desa sering kali identik dengan masyarakatnya yang miskin, tradisionalis, dan kolot. 
Namun sebenarnya desa mempuyai keluhuran dan kearifan lokal yang luar biasa. 
Desa adalah pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh. Sejak 
lama, desa telah memiliki sistem dan mekanisme pemerintahan serta norma sosial 
masing-masing. Sampai saat ini pembangunan desa masih dianggap seperempat 
mata oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait pembangunan desa terutama 
pembangunan sumber daya manusianya sangat tidak terpikirkan. 
Sebagaimana tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan 
daerah yang menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat 
dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan, 
diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan Alokasi Dana Desa (ADD), 
pemilihan kepala desa (kades) serta proses pembangunan desa. Oleh karena itu, Desa 




Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam 
pengelolaan daerahnya. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap 
pengembangan wilayah pedesaan adalah pemerintah mengalokasikan dana desa 
dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran yang 
diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja 
daerah kabupaten/kota untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk 
Alokasi Dana Desa (ADD). Inilah yang kemudian melahirkan suatu proses baru 
tentang desentralisasi desa diawali dengan digulirkannya ADD. ADD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana 
perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja 
daerah (APBD) setelah dikurangi dana alokasi khusus. 
Bergulirnya dana-dana perimbangan tersebut melalui ADD harus menjadikan 
desa benar-benar sejahtera. Namun memang ini semua masih dalam angan-angan. 
Untuk persoalan ADD saja, meski telah diwajibkan untuk dianggarakan di pos 
APBD, namun lebih banyak daerah yang belum melakukannya. Untuk itu, 
seharusnya proses transformasi kearah pemberdayaan desa harus terus dilaksanakan 
dan didorong oleh semua elemen untuk menuju Otonomi Desa sehingga dapat 
mencapai keberhasilan pengelolaan ADD. 
Keberhasilan pengelolaan ADD sangat tergantung dari berbagai faktor antara 
lain kesiapan aparat pemerintah desa sebagai ujung tombak pelaksanaan di lapangan, 
optimalisasi peningkatan implementasi SAP di tingkat desa, sehingga perlu sistem 
pertanggungjawaban pengelolaan ADD yang benar-benar dapat memenuhi prinsip 
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transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Karena sebagian besar ADD 
diperuntukkan bagi masyarakat maka mulai dari proses perencanaan ADD, 
pelaksanaan ADD, hingga pelaporannya haruslah dilakukan sesuai dengan prosedur 
yang berlaku. Sehingga nantinya diharapkan dengan dana ADD ini dapat 
menciptakan pembangunan yang merata dan bermanfaat bagi masyarakat desa. 
Seiring berjalannya waktu semakin banyak kebijakan yang dibuat pemerintah, 
dengan harapan menimbulkan kesejahteraan yang merata. Salah satu kebijakan 
terbaru yang dibuat pemerintah yaitu dengan sistem pengelolaan keuangan desa 
berupa ADD, yang dimana kebijakan ini dilatari dengan berlakunya UU No. 6 
Tahun 2014 tentang desa yang berimplikasi pada disetujuinya anggaran sejumlah 
Rp20,7 triliun dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 
2015 yang akan disalurkan ke 74.093 desa di seluruh Indonesia 
(www.indonesia.koran.tempo.co.dana-desa). 
Anggaran ADD ini sudah disetujui oleh DPR sebesar Rp20,7 triliun dalam 
APBNP yang akan disalurkan ke 74.093 desa, sesuai permendagri No. 39 tahun 
2015 tentang kode dan data wilayah administrasi pemerintahan. Kementrian Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa) disitus resminya 
menerangkan, dana desa sudah disalurkan sebesar Rp7,39 trilliun atau 88,98 persen 
dari alokasi tahap pertama, tapi sampai saat ini kelengkapan regulasi dalam 
pengelolaan dana desa ditenggarai masih kurang sehingga membuat kebingunan 
ditingkat daerah dan desa. 
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Dari mekanisme ADD, dana sebesar kurang lebih Rp50-60 triliun akan 
mengalir ke 74.093 desa. Mengacu pada banyaknya kasus korupsi yang terjadi 
dalam proses pendistribusian anggaran pusat ke daerah (misalnya: kasus korupsi 
dalam Bansos, dana Bos dan DAK pendidikan) tentunya perlu disiapkan mekanisme 
dan peraturan yang jelas untuk mencegah hal tersebut terjadi. Saat ini kelengkapan 
regulasi dalam pengelolaan ADD ditangani masih minim sehingga belum dapat 
menciptakan good governance.  
Banyak temuan menarik dalam penelitian ini harus ditindak lanjuti oleh 
pemerintah agar ADD sesuai dengan tujuannya mensejahterakan warga desa. 
Temuan pertama, dana bergulir PNPM yang mencapai lebih dari Rp10 triliun, 
sampai sekarang belum ada petunjuk teknis dari pemerintah pusat ke pemerintah 
daerah. Temuan kedua, yaitu tenaga pendamping desa menjadi keharusan karena 
lahirmya UU Desa telah merubah tatanan pengaturan desa secara signifikan maka 
desa membutuhkan pendamping sehingga desa dalam menjalankan roda 
pembangunan tidak salah arah lagi.  
Bulan Januari 2015, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan 14 
permasalahan dibagi dalam empat aspek, yakni aspek regulasi kelembagaan, aspek 
tata laksana, aspek pengawasan, dan aspek sumber daya manusia. Dalam 
penemuannya formula pembagian ADD belum cukup transparan dan hanya 
didasarkan atas dasar pemerataan. Sedangkan penyusunan laporan 




Bulan Juni 2015, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis hasil 
penelitian tentang ADD dan dana desa. Dimana penelitian ini dilakukan di 
Kabupaten Bogor, Klaten, Magelang, Kampar dan Gowa. Penelitian ini menitik 
tekankan pada kelemahan sistem administrasi yang berisiko menimbulkan fraud 
(kecurangan) dan korupsi dalam pengelolaan ADD. Korupsi merupakan perbuatan 
yang dilarang dalam Islam, karena sifatnya merugikan orang lain. Dalam Islam 
dijelaskan tentang larangan korupsi dalam QS An-Nisa/4:29 yang berbunyi: 
                         
                          
 
Terjemahnya: 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 
membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu 
(Q.S. An-Nisa/4:29).” 
 
Ayat ini menjelaskan bahwa Allah mengharamkan orang beriman untuk 
memakan, memanfaatkan, menggunakan, (dan segala bentuk transaksi lainnya) harta 
orang lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syari’at. Kita 
boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan 




Pada tahun 2014 pemerintah Kabupaten Gowa menyalurkan ADD sebesar Rp 
14.022.337.557 dari APBD serta Rp 13.419.725.925 dari APBN. Sedangkan pada 
tahun anggaran 2015 pemerintah Kabupaten Gowa menyalurkan ADD sebesar Rp 
81.358.544.943 yang ditujukan kepada 167 desa/kelurahan se Kabupaten Gowa. 
Dimana pada tahun anggaran 2015 ini meningkat dari tahun sebelumnya. Penetapan 
nilai anggaran pada tahun 2015 telah merujuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa dan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gowa No 10 Tahun 2014 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gowa agar 
dapat meningkatkan profesionalsime kerja aparatur desa dalam memberikan 
pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan yang baik dan memperhatikan prinsip 
transparansi dan akuntabilitas dilakukan pada level pemerintah desa sebagai 
konsekuensi otonomi desa. 
Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bontomarannu dengan memfokuskan 
pada penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan oleh tim 
pelaksana yang dibentuk masing-masing desa mengingat masih lemahnya sistem 
transparansi dan akuntabilitas di Kecamatan Bontomarannu yang dapat berisiko 
menimbulkan fraud sehingga pemerintahan yang baik dan memperhatikan prinsip 
transparansi dan akuntabilitas dilakukan pada level pemerintah desa di Kecamatan 
Bontomarannu. 
Berdasarkan latar belakang di atas peneliti akan melihat penerapan ADD di 
Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Gowa  dari pengelolaan ADD dimulai dari tahap 
perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban sehingga dapat menciptakan 
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pemerintatahan yang baik (good governance). Adapun judul yang diangkat dalam 
penelitian ini “Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi 
Dana Desa (ADD) dalam Pencapaian Good Governance (Studi Empiris di 
Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa)”. 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
Fokus penelitian ini adalah bagaimana perencanaan, pelaksanaan, dan 
pelaporan pertanggungjawaban ADD. Pemerintah mengeluarkan peraturan 
pemerintahan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan 
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Pemerintah daerah 
mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya. Salah satu 
bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah 
pemerintah mengalokasikan dana desa dalam anggaran pendapatan dan belanja 
negara setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui 
anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota untuk pembangunan wilayah 
pedesaan, yakni dalam bentuk ADD. Objek dalam penelitian ini berupa di Kecamatan 
yaitu Kecamatan Bontomarannu yang terdiri dari 3 (tiga) kelurahan dan 6 (enam) 
desa. Pemilihan objek berupa kecamatan untuk melihat bagaimana perbedaan dari 
beberapa desa dalam satu kecamatan. 
Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara kepada informan 
dengan secara mendalam yang dianggap memiliki kapasitas dalam memberikan 
informasi tentang bagaimana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan 
alokasi dana desa (ADD) sehingga dapat mencapai good governance. 
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C. Rumusan Masalah 
Penelitian pengelolaan ADD di Kecamatan Bontomarannu ini difokuskan 
pada penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan tim pelaksana 
yang dibentuk di masing-masing desa. Penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan 
ADD ini dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan semua kegiatan, dan paska 
kegiatan sehingga pengelolaan ADD diharapkan dapat dipertanggungjawabkan serta 
pengawasan ADD. 
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan 
masalah pada penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana sistem transparansi dan akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan, 
pertanggungjawaban dan pengawasan ADD di wilayah Kecamatan 
Bontomarannu Kabupaten Gowa dalam pencapaian good governance ? 
D. Kajian Pustaka 
Penelitian ini merupakan penelitian yang melihat bagaimana perencanaan, 
pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban ADD. Pemerintah mengeluarkan 
peraturan pemerintahan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan 
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Penelitian terdahulu 
mengenai ADD akan menjadi pedoman dalam penelitian ini, Adapun hasil dari 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan ulasan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini 
sebagai berikut: 
“Untuk mengetahui transparansi dan akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan, 
pertanggungjawaban, dan pengawasan ADD di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten 
Gowa dalam pencapaian good governance.” 
2. Kegunaan Penelitian 
Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan beberapa manfaat, 
yaitu: 
a. Manfaat Teoretis  
Untuk memberikan wawasan yang luas bagi para akademisi dimana dapat 
mengetahui tata kelola ADD dengan baik dan dapat memberikan kontribusi besar 
terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, sehingga kita tahu bahwa ilmu merupakan 
pedoman kita dalam melakukan kegiatan yang lebih baik. Selain itu, diharapkan 
dalam penelitian ini dapat memberikan pengembangan konsep terhadap pemberian 
kebijakan, sehingga dalam penerapannya tidak adanya perbedaan pandangan antara 







b. Manfaat Praktis 
Dalam penelitian ini, peneliti sangat bermanfaat untuk melakukan 
pengembangan ilmu pengetahuan mengenai tata kelola ADD dinilai dari transparansi 
dan akuntabilitas dengan baik dan pengaplikasiannya. Peneliti mengharapkan para 
pembaca untuk mengetahui bagaimana mekanisme tata kelola ADD dari transparansi 
dan akuntabilitas itu sendiri. Melalui penelitian ini, masyarakat dapat mengetahui 
bagaimana transparansi dan akuntabilitas mulai dari perencanaan, pelaksanaan, 
pelaksanaan, dan pengawasan ADD itu sendiri, sehingga masyarakat mampu 
mengawas pemerintah desa dalam menjalankan roda ekonomi dengan menggunakan 




 BAB II 
TINJAUAN TEORETIS 
A. Teori Aksi 
Teori ini sepenuhnya mengikuti karya Weber yang menyatakan bahwa 
individu melakukan suatu tindakan berdasarkan atas pengalaman, persepsi, 
pemahaman, dan penafsirannya atas suatu obyek stimulus atau situasi tertentu. Dapat 
diartikan bahwa aksi merupakan kemampuan individu melakukan tindakan, dalam 
arti menetapkan pilihan atau cara atau alat dari sejumlah alternatif yang tersedia 
dalam rangka mencapai tujuan yang hendak dicapai. Kondisi dan norma serta situasi 
penting lainnya kesemuannya membatasi kebebasan aktor. Sementara proses 
pengambilan keputusan subjektif tersebut dibatasi oleh sistem budaya dalam bentuk 
norma-norma dan nilai sosial (Ritzer, 1992:57). 
Teori aksi dewasa ini tidak banyak mengalami perkembangan melebihi apa 
yang sudah dicapai tokoh utamanya Weber. Malahan teori ini sebenarnya telah 
mengalami semacam jalan buntu. Beberapa asumsi fundamental teori aksi 
dikemukakan oleh Himkle dengan menunjuk karya Mac Iver, Znaniecki dan Parsons 
(dalam Ritzer, 1992 : 53-54) yaitu: 
1. Tindakan manusia muncul dari kesadarannya sendiri sebagai subyek dan dari 
situasi eksternal dalam posisinya sebagai obyek. 
2. Sebagai subyek manusia bertindak atau berperilaku untuk mencapai tujuan-
tujuan tertentu. Jadi tindakan manusia bukan tanpa tujuan. 
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3. Bertindak manusia menggunakan cara, teknik, prosedur, metode serta 
perangkat yang diperkirakan cocok untuk mencapa tujuan tersebut. 
4. Kelangsungan tindakan manusia hanya dibatasi oleh kondisi yang tidak dapat 
diubah dengan sendirinya. 
5. Manusia memilih, menilai dan mengevaluasi terhadap tindakan yang akan, 
sedang dan telah dilakukannya. 
6. Ukuran-ukuran, aturan-aturan atau prinsip-prinsip moral diharapkan timbul 
pada saat pengambilan keputusan. 
7. Studi mengenai antar hubungan sosial memerlukan pemakaian teknik 
penemuan yang bersifat subyektif seperti metode Verstehen, imajinasi, 
sympatheic recontruction atau seakan-akan mengalami sendiri (vicarious 
experience). 
Teori aksi ditempatkan ke dalam paradigma definisi sosial oleh konsep 
voluntarisme Parsons aktor menurut konsep voluntarisme ini adalah pelaku aktif dan 
kreatif serta mempunyai kemampuan menilai dan memilih dari alternatif tindakan. 
Walaupun aktor tidak memiliki kebebasan total, namun ia memiliki kemampuan 
bebas dalam memilih berbagai alternative tindakan. Berbagai tujuan yang hendak 
dicapai, kondisi dan norma serta situasi penting lainnya kesemuanya membatasi 
kebebasan aktor, tetapi di sebelah itu aktor adalah manusia yang aktif, kreatif dan 
evaluatif (Ritzer, 1992:47). 
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Parson (dalam Ritzer, 1992: 49) menyusun skema-skema tindakan sosial 
dengan karakteristik sebagai berikut.: 
1. Adanya individu selaku aktor. 
2. Aktor dipandang sebagai pembuat tujuan-tujuan tertentu. 
3. Aktor mempunyai aslternatif cara, alat, serta teknik untuk mencapai tujuan. 
4. Aktor berhadapan dengan sejumlah kondisi situasional yang dapat membatasi 
tindakannya mencapai tujuan. 
5. Aktor berada di bawah kendala dari nilai-nilai, norma-norma, dan berbagai 
ide-ide abstrak yang mempengaruhinya dalam memilih dan menentukan 
tujuan serta tindakan alternatif untuk mencapai tujuan. 
Dari berbagai teori diatas dapat diinterpretasikan bahwa transparansi dan 
akuntabilitas sangat diperlukan dalam keberhasilan semua kegiatan, sedangkan 
keberhasilan kegiatan ADD sangat ditentukan oleh para pengelola kegiatan, maka 
untuk mewujudkan good governance di tingkat pedesaan. 
B. Compliance Theory (Teori Kepatuhan) 
Teori kepatuhan memberikan penjelasan mengenai pengaruh perilaku 
kepatuhan di dalam proses sosialisasi. Individu cenderung mematuhi hukum yang 
mereka anggap sesuai dengan norma-norma internal mereka dengan dukungan yang 
kuat terhadap nilai dan sasaran yang ingin dicapai. Menurut Rosalina (2010) 
berdasarkan perspektif normatif maka seharusnya teori kepatuhan ini dapat 
diterapkan di bidang akuntansi.  Kepatuhan berasal dari kata patuh, yang menurut 
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kamus bahasa Indonesia, patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah 
atau aturan dan disiplin. Kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk, patuh 
pada ajaran atau peraturan. Seseorang individu cenderung mematuhi hukum yang 
mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal mereka. 
Komitmen normatif melalui moralitas personal berarti mematuhi hukum, 
karena hukum tersebut dianggap sebagai keharusan, sedangkan komitmen normatif 
melalui legitimasi berarti mematuhi peraturan kerana otoritas penyusun hukum 
tersebut memiliki hak untuk melihat perilaku (Septiani, 2005). Pemerintah desa 
dalam mengelolah dana desa seharusnya pada tataran peraturan yang telah dibuat 
pemerintah. Teori kepatuhan diterapkan pada pemerintahan desa yang di mana 
pemerintah desa dalam mejalankan Undang-Undang mengenai desa sampai dengan 
pengelolaan keuangan, harus merujuk pada regulasi yang ada, dengan tertibnya atau 
patuhnya pemerintah desa pada peraturan yang ada maka tidak menuntut 
kemungkinan pemerintah desa akan mewujudkan good governance. 
Diberikannya tugas, tanggung jawab, wewenang serta mencakup status dan 
peran yang dimiliki, maka aparatur desa tersebut harus patuh dan menjalankan 
tugasnya dengan amanah dan memiliki rasa tanggung jawab. Struktur organisasi 
yang bisa berjalan dengan mengikuti aturan serta terbuka dalam menerima kritik dan 
saran akan membuat desanya menjadi lebih maju dan mendorong masyarakat 
setempat untuk aktif, sehingga tidak terjadi kekacauan yang merugikan warga seperti 
tersendaknya dana dari pemerintah pusat untuk desa tersebut yang akan 
menimbulkan konflik-konflik internal. Adanya otonomi desa diharapkan akan 
17 
 
terciptanya perkembangan yang merata, sehingga dalam hal ini pemerintah desa 
sebaiknya menjaga amanah yang diberikan oleh negara dan masyarakat. 
Dalam Islam dijelaskan untuk selalu menjaga amanah dalam QS Al-Anfal/8: 
27 yang berbunyi: 
                             
Terjemahnya:  
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan 
Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-
amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui (Al-
Anfal/8:27).” 
 
Penjelasan ayat tersebut menganjurkan umat muslim untuk selalu bersifat 
amanah. Sifat amanah merupakan syarat pokok bagi setiap pemimpin karena jika 
tidak memiliki sifat tersebut, niscaya akan membawa kepada kerusakan masyarakat 
atau bangsa dan negara. 
C. Desa 
Desa salah satu ujung tombak organisasi pemerintah dalam mencapai 
keberhasilan dari urusan pemerintahan yang asalnya dari pemerintah pusat. Perihal 
ini disebabkan desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga program dari 
pemerintah lebih cepat tersampaikan. Desa memiliki hak untuk mengatur/mengurus 
rumah tangganya sendiri yang disebut otonomi desa. Hak untuk mengurus/mengatur 
rumah tangganya sendiri sebagai kesatuan masyarakat hukum tidak hanya berkaitan 
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dengan kepentingan pemerintahan semata, akan tetapi juga berkaitan dengan 
kepentingan masyarakatnya. 
Desa adalah suatu pemerintahan yang diberi hak otonomi adat, sehingga 
merupakan badan hukum dan menempati wilayah dengan batas-batas tertentu 
sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus urusan 
masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya. Masyarakat desa memiliki ikatan 
batin yang kuat baik karena keturunan maupun karena sama-sama memiliki 
kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan, memiliki susunan pengurus 
yang dimiliki bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu, dan berhak 
menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri (Wida, 2016).  
Desa suatu wilayah yang jumlah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan 
ciri-ciri: pergaulan hidup yang saling kenal-mengenal antar penduduk, pertalian 
perasaan yang sama tentang suatu kesukaan dan kebiasaan, kegiatan ekonomi yang 
pada umumnya agraris dan masih dipengaruhi oleh alam sekitar, seperti iklim dan 
keadaan serta kekayaan alam (Paul H. Landis dalam Syachbrani, 2012). Menurut 
Soetardjo dalam Thomas (2013) Desa dapat dipahami sebagai suatu daerah kesatuan 
hukum dimana bertempat tinggal di suatu masyarakat yang berkuasa (memiliki 
wewenang) mengadakan pemerintahan sendiri. 
Pengertian ini menekankan adanya otonomi untuk membangun tata kehidupan 
desa bagi kepentingan penduduk. Dalam pengertian ini terdapat kesan yang kuat, 
bahwa kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa hanya dapat diketahui dan 
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disediakan oleh masyarakat desa dan bukan pihak luar. Adapun pengertian desa 
menurut para ahli dalam (Hermansyah, 2015): 
1. R. Bintarto 
Desa adalah perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur 
fisiografis, sosial, ekonomis politik, serta kultural setempat dalam hubungan dan 
pengaruh timbal balik dengan daerah lain. 
2. William Ogburn dan MF Nimkoff 
Desa adalah kesatuan organisasi kehidupan sosial di dalam daerah terbatas. 
3. Paul H Landis  
Desa adalah suatu wilayah yang jumlah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa 
dengan ciri-ciri sebagai berikut: 
a. Mempunyai pergaulan hidup yang saling mengenal di antara ribuan jiwa; 
b. Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukaan terhadap kebiasaan; 
c. Cara berusaha (ekonomi) adalah agraris yang paling umum yang dipengaruhi 
alam sekitar seperti iklim, keadaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan 
agraris adalah bersifat sambilan. 
Menurut hukum UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan 
desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya 
disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak 
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tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia.  
Syarat dalam pembentukan sebuah desa, diantaranya sebagai berikut: 
1. Batas usia desa induk paling sedikit (lima) tahun terhitung sejak pembentukan 
2. Jumlah penduduk 
3. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah 
4. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai 
dengan adat istiadat desa 
5. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan 
sumber daya ekonomi pendukung 
6. Batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah 
ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota 
7. Sarana dan prasarana bagi pemerintahan desa dan pelayanan publik 
8. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi 
perangkat pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundangundangan. 
Menurut Sriartha (2004:13), berdasarkan tingkat pembangunan dan 
kemampuan mengembangkan potensi yang dimilikinya, desa dapat diklasifikasikan 





1. Desa swadaya 
Desa swadaya adalah suatu wilayah pedesaan yang hampir seluruh 
masyarakatnya mampu memenuhi kebutuhannya dengan cara mengadakan sendiri. 
Ciri-ciri desa swadaya adalah daerahnya terisolir dengan daerah lainnya, 
penduduknya jarang, mata pencaharian homogen yang bersifat agraris, bersifat 
tertutup, masyarakat memegang teguh adat, teknologi masih rendah, sarana dan 
prasarana sangat kurang, hubungan antar manusia sangat erat, pengawasan sosial 
dilakukan oleh keluarga. 
2. Desa swakarya 
Desa swakarya adalah desa yang sudah bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, 
kelebihan produksi sudah mulai dijual kedaerah-daerah lainnya. Ciri-ciri desa 
swakarya antara lain, adanya pengaruh dari luar sehingga mengakibatkan perubahan 
pola pikir, masyarakat sudah mulai terlepas dari adat, produktivitas mulai 
meningkat, sarana prasarana mulai meningkat, adanya pengaruh dari luar yang 
mengakibatkan perubahan cara berpikir. 
3. Desa swasembada 
Desa swasembada adalah desa yang lebih maju dan mampu mengembangkan 
semua potensi yang ada secara optimal, dengan ciri-ciri hubungan antarmanusia 
bersifat rasional, mata pencaharian homogen, teknologi dan pendidikan tinggi, 
produktifitas tinggi, terlepas dari adat, sarana dan prasarana lengkap dan modern. 
Desa memiliki wewenang di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, 
pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat. 
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Kewenangan desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan 
lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah 
daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota. 
Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat 
setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (Tamtama, 2014). Pemerintahan desa diselenggarakan 
berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintah, tertib 
kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efektivitas, 
efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif (Wida, 2106). 
Desa merupakan suatu organisasi pemerintah yang secara politis memiliki 
kewewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau kelompoknya. 
Dengan posisi tersebut, desa memiliki peranan penting dalam menunjang kesuksesan 
pemerintah nasional secara luas, bahkan desa merupakan garda terdepan dalam 
menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari pemerintah. Desa 
sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat 
dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan 
yang sangat strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas dibidang pelayanan 
publik. Maka desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai 
dengan pembiayaan dan bantuan sarana-prasarana yang memadai mutlak diperlukan 
guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa. 
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Desa memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Bukan hanya 
dikarenakan sebagian besar rakyat Indonesia bertempat tinggal di desa, tetapi desa 
memberikan sumbangan besar dalam menciptakan stabilitas nasional. Pembangunan 
desa adalah merupakan bagian dari rangkaian pembangunan nasional. Pembangunan 
nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan secara berkesinambungan yang 
meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat. 
Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan 
nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan dalam 
demokrasi penyelenggaraan pemerintah desa. Anggota BPD ialah wakil dari 
penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD 
terdiri dari ketua RW, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama atau tokoh 
masyarakat lainnya. 
D. Alokasi Dana Desa (ADD) 
Desa merupakan awal tujuan pemerintah dalam memulai perbaikan ekonomi 
Indonesia, sehingga pemerintah membuat regulasi tentang pengalokasian dana desa. 
ADD merupakan salah satu penerimaan desa yang diberikan oleh pemerintah daerah 
kabupaten/kota dalam upaya pemerataan daerah dari level bawah, sehingga dengan 
adanya ADD akan membuat pertumbuhan dari bidang apapun menjadi rata. ADD 
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adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian 
dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. 
ADD adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk 
mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan 
partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan 
pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat (Darmiasih dkk, 2015). ADD adalah 
dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa, yang bersumber 
dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh 
kabupaten/kota. (Faridah, 2015).  
Menurut UU No. 6 Tahun 2014 dana desa adalah dana yang bersumber dari 
anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang 
ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan 
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, 
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sahdan 
(2004:10) “Alokasi Dana Desa yang kemudian disebut ADD adalah dana 
responsivitas negara untuk membiayai kewenangan desa dan memperkuat 
kemandirian desa. Kewenangan desa mencakup:  
1. Kewenangan asal usul (mengelola sumberdaya alam, peradilan adat, 




2. Kewenangan atributif organisasi lokal (perencanaan, tata ruang, ekologi, 
pemukiman, membentuk organisasi lokal dan lain-lain) yang ditetapkan oleh 
pemerintah melalui undang-undang. 
3. Kewenangan delegatif-administratif yang timbul dari delegasi atau tugas 
pembantuan dari pemerintah. 
Syachbrani (2012) ADD adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari 
bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan 
daerah yang diterima oleh kabupaten. ADD dalam APBD kabupaten/kota 
dianggarkan pada bagian pemerintah desa, dimana mekanisme pencairannya 
dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi 
pemerintah daerah. Adapun tujuan dari alokasi dana ini adalah sebagai berikut: 
1. Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan . 
2. Peningkatan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan 
pemberdayaan masyarakat. 
3. Peningkatan infrastruktur pedesaan. 
4. Peningkatan pendalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka 
mewujudkan peningkatan sosial. 
5. Meningkatkan pendapatan desa melalui BUMDesa. 
ADD adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk 
desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah 
yang diterima oleh Kabupaten/Kota yang dimaksudkan untuk membiayai program 
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pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan 
pemberdayaan masyarakat desa dengan meningkatkan kemampuan lembaga 
kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian 
pembangunan secara partisipatif sesuai potensi desa dalam meningkatkan 
pemerataan pendapatan dan kesempatan kerja untuk mendorong peningkatan 
swadaya gotong-royong masyarakat (Wida, 2016).  
ADD merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat 
pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara pemerintahan kabupaten dengan 
pemerintahan desa. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka 
diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah desa. 
Penjabaran kewenangan desa merupakan implementasi program desentralisasi dan 
otonomi. 
Pemberian ADD merupakan tanggung jawab yang besar kepada pemerintah 
desa. Sehingga, pemerintah desa dalam pemberian kewenangan dalam mengurus 
sendiri dana desa yang telah ada, sehingga dalam hal ini perlu adanya rasa tanggung 
jawab yang dimiliki oleh pemerintah desa. Seperti dalam QS Al-Syuara': 215 
mengenai rasa tanggung jawab, sebagai berikut: 






“Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu 
orang-orang yang beriman. (Q.S. Al-Syuara’: 215).” 
 
Ayat di atas menjelaskan seorang pemimpin wajib memiliki hati yang 
melayani atau akuntabilitas (accountable). Istilah akuntabilitas adalah berarti penuh 
tanggung jawab dan dapat diandalkan. Artinya seluruh perkataan, pikiran dan 
tindakannya dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan kepada Allah kelak di 
akhirat nanti. Pemimpin yang melayani adalah pemimpin yang mau mendengar. 
Mau mendengar setiap kebutuhan, impian, dan harapan dari mereka yang dipimpin. 
Oleh karena itu, pemimpin mempunyai tanggung jawab yang sangat besar bagi 
bangsa ataupun organisasi yang dipimpin, baik itu di dunia ataupun di akhirat nanti. 
ADD sebagaimana yang dimaksud pada paling sedikit 10% (sepuluh 
perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran 
pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Secara 
terperinci, pengalokasian ADD dalam APBDes wajib memperhatikan peruntukannya 
dengan persentase anggaran: 
1. Paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa 
digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan 
pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan 
masyarakat desa. 
2. Paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa 
yang digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan 
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perangkat desa, operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasioanal 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan insentif rukun tetangga (RT) dan 
rukun warga (RW). 
Maksud ADD adalah untuk membiayai program pemerintah desa dalam 
melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan:  
1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan 
pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai 
kewenangannya. 
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam 
perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif 
sesuai dengan potensi desa. 
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan 
berusaha bagi masyarakat desa. 
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.  
Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak 
dibenarkan diambil alih oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Bagian dari dana 
perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah kabupaten 
diterjemahkan sebagai ADD. Tujuan ADD semata-mata bukan hanya pemerataan, 
tetapi haruslah keadilan (berdasarkan karakter kebutuhan desa). Sehingga besarnya 
dana yang diterima setiap desa akan sangat bervariasi sesuai dengan karakter 
kebutuhan desanya (Hargono, 2010). Terdapat tiga kata kunci yaitu pemerataan, 
keadilan dan karakter kebutuhan desa yang terdiri dari tujuh faktor yaitu :  
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1. Kemiskinan (jumlah penduduk miskin) 
2. Pendidikan dasar 
3. Kesehatan 
4. Keterjangkauan desa (diproksikan ke jarak desa ke ibukota Kabupaten/Kota 
dan Kecamatan) 
5. Jumlah penduduk 
6. Luas wilayah 
7. Potensi desa (diproksikan terhadap target penerimaan PBB Desa per hektar) 
ADD dalam APBD Kabupaten/Kota dianggarkan pada bagian pemerintah 
desa. Pemerintah desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan 
keputusan kepala desa. Kepala desa mengajukan permohonan penyaluran ADD 
kepada bupati setelah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping kecamatan. Bagian 
pemerintahan desa pada Setda Kabupaten/Kota akan meneruskan berkas 
permohonan berikut lampirannya kepada bagian keuangan setda kabupaten/Kota 
atau kepala badan pengelola keuangan daerah (BPKD) atau kepala badan pengelola 
keuangan dan kekayaan aset daerah (BPKKAD). Kepala bagian keuangan setda atau 
kepala BPKD atau kepala BPKKAD akan menyalurkan ADD langsung dari kas 
daerah ke rekening desa. Mekanisme pencairan ADD dalam APBDesa dilakukan 
secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi daerah 
Kabupaten/Kota (Nurcholis, 2011). 
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Pengelolaan Keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa oleh karena itu dalam pengelolaan 
keuangan ADD harus memenuhi prinsip pengelolaan ADD sebagai berikut: 
1. Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan 
dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat. 
2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrative, 
teknis dan hukum. 
3. ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan 
terkendali. 
4. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui ADD sangat terbuka untuk 
meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan 
dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan 
masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa. 
5. ADD harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) 
dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku. 
E. Konsep Akuntabilitas dan Transparansi 
1. Akuntabilitas 
Akuntabilitas merupakan keinginan nyata pemerintah untuk melaksanakan 
good governance dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dalam suatu 
Pemerintahan yang baik salah satu hal yang disyaratkan adalah 
adanya/terselenggaranya good governance. Sistem Akuntabilitas menyatakan bahwa 
akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau 
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untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan 
hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau 
berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. 
Tata kelola pemerintah yang baik merupakan salah satu tuntunan masyarakat 
yang harus dipenuhi.Salah pilar tata kelola tersebut adalah akuntabilitas. Menurut 
Miriam (2012) mendefinisikan akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban pihak 
yang diberi kuasa mandat untuk memerintah kepada yang memberi mereka mandat. 
Akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan 
melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah sehingga 
mengurangi penumpukkan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling 
mengawasi. 
Akuntabilitas (accountability) adalah kewajiban untuk memberikan 
pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan 
seseorang badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak 
atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Astuti 
dan yulianto, 2016). Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan 
Keuangan dan Pembangunan RI (2000:12), akuntabilitas adalah kewajiban untuk 
memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan 
tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak 
atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban.  
Kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan 
menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada 
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pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban berupa 
laporan dengan prinsip bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus 
dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan dan merupakan hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai 
efisiensi, efektivitas, dan reliabilitas dalam pelaporan keuangan desa yang berisi 
kegiatan, mulai dari perencanaan, hingga realisasi atau pelaksanaan 
(Mardiasmo,2006).  
Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi kongkrit dan harus ditentukan oleh 
hukum melalui seperangkat prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah apa 
saja yang harus dipertanggungjawabkan. Pada dasarnya, akuntabilitas adalah 
pemberian informasi dan pengungkapan (disclosure) atas aktivitas dan kinerja 
finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Mardiasmo, 2006:4). 
Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus dapat menjadi subyek pemberi 
informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk 
diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya. 
Akbar (2012) mengatakan bahwa akuntabilitas (accountability) secara harfiah 
dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban, namun penerjemahan secara sederhana 
ini dapat mengaburkan arti kata accountability itu sendiri bila dikaitkan dengan 
pengertian akuntansi dan manajemen. Lebih lanjut dikatakan bahwa konsep 
akuntabilitas tersebut senada dengan apa yang dikemukakan oleh Stewart tentang 
jenjang atau tangga akuntabilitas yang terdiri dari 5 (lima) jenis tangga akuntabilitas 
yakni: 1) accountability for probity and legality; 2) process Accountability; 3) 
33 
 
performance Accountability; 4) programme Accountability; dan 5) policy 
Accountability. 
Annisaningrum (2010:1) mengatakan akuntabilitas adalah 
mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan 
yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan secara periodik. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban 
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi 
dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu 
media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury, 2003 
dalam Ismiarti, 2013:30). Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus dapat 
menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu 
hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya. 
Akuntabilitas merupakan kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atau 
untuk menjawab atau menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan 
hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau 
berkewenangan untuk minta keterangan akan pertanggungjawaban. Kriteria 
Akuntabilitas keuangan adalah sebagai berikut: 1) pertanggungjawaban dana publik; 
2) penyajian tepat waktu; dan 3) adanya pemeriksaan (audit) respon pemerintah. 
Prinsip akuntabilitas publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar 
tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma-




Akuntabilitas dapat dimaknai sebagai kewajiban untuk menyampaikan 
pertanggungjawaban untuk menjawab, menerangkan kinerja, dan tindakan 
seorang/badan hukum/pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki 
hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban 
(Bastian, 2002:385). Pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah, 
perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut: 
1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan 
pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel. 
2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-
sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah 
ditetapkan. 
4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang 
diperoleh. 
5. Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan 
manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan 
teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas (LAN & 
BPKP, 2000). 
Kriteria Akuntabilitas keuangan adalah sebagai berikut. 
1. Pertanggungjawaban dana publik 
2. Penyajian tepat waktu 
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3. Adanya pemeriksaan /respon pemerintah. 
Akuntabilitas yang digunakan dalam pengelolaan keuangan publik adalah 
akuntabilitas finansial. Akuntabilitas finansial merupakan pertanggungjawaban 
lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik (public money) secara 
ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta 
korupsi dan kolusi. Hasil dari akuntabilitas finansial yang baik akan digunakan 
untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan mobilisasi dan alokasi sumber 
daya serta mengevaluasi efisiensi penggunaan dana. 
Hasil tersebut dapat digunakan oleh masyarakat umum dan stakeholders untuk 
menilai kinerja pemerintah berdasarkan sasaran tertentu yang telah disepakati 
sebelumnya. Akuntabilitas finansial ini sangat penting karena menjadi sorotan utama 
masyarakat. Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga lembaga publik untuk 
membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja finansial organisasi 
kepada pihak luar. 
Menurut Mardiasmo dalam Arifiyanto dan Kurrohman (2014) menyatakan 
ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah, yaitu: 
1. Prinsip transparansi atau keterbukaan 
Transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan 
akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan 





2. Prinsip akuntabilitas 
Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa 
proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus 
benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan 
masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran 
tersebut tapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana atau 
pelaksanaan anggaran tersebut. 
3. Prinsip value for money 
Prinsip ini berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu 
ekonomis, efisien, dan efektif. Ekonomis yaitu pemilihan dan penggunaan sumber 
daya dalam jumlah dan kualitas tertentu dengan harga yang murah. Efisien adalah 
penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang maksimal 
atau memiliki daya guna. Efektif dapat diartikan bahwa penggunaan anggaran 
tersebut harus mencapai target atau tujuan kepentingan masyarakat. 
Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan ini, Kaho dalam Subroto 
(2009) menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan 
fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan 
pelayanan dan pembangunan, dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar 
dari kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus 
rumah tangganya sendiri. Aspek lain dalam pengelolaan keuangan daerah adalah 
perubahan paradigma pengelolaan keuangan itu sendiri, hal tersebut perlu dilakukan 
untuk menghasilkan anggaran daerah yang benar-benar mencerminkan kepentingan 
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dan harapan dari masyarakat daerah setempat terhadap pengelolaan keuangan daerah 
secara ekonomis, efisien, dan efektif. Paradigma anggaran daerah yang diperlukan 
tersebut antara lain: 
1. Anggaran daerah harus bertumpu pada kepentingan publik. 
2. Anggaran daerah harus dikelola dengan hasil yang baik dan biaya rendah. 
3. Anggaran daerah harus mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas 
secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran. 
4. Anggaran daerah harus dikelola dengan pendekatan kinerja untuk seluruh 
jenis pengeluaran maupun pendapatan. 
5. Anggaran daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap 
organisasi yang terkait. 
6. Anggaran daerah harus dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksananya 
untuk memaksimalkan pengelolaan dananya dengan memperhatikan prinsip 
value for money (Mardiasmo, 2002: 106). 
Keberhasilan akuntabilitas ADD sangat dipengaruhi oleh isi kebijakan dan 
konteks implementasinya. Namun di dalam pelaksanaannya tergantung bagaimana 
pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan ADD 
dalam mendukung keberhasilan program. Untuk mendukung keterbukaan 
penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, setiap kegiatan fisik ADD 
supaya dipasang papan informasi kegiatan di lokasi dimana kegiatan tersebut 
dilaksanakan. Untuk mewujudkan pelaksanaan prinsip-prinsip transparansi dan 
akuntabiitas maka diperlukan adanya kepatuhan pemerintah desa khususnya yang 
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mengelola ADD untuk melaksanakan ADD sesuai ketentuan yang berlaku 
(Arifiyanto dan Kurrohman, 2014). 
Akuntabilitas dalam pandangan Islam sebagaimana dalam Al-Quran 
dijelaskan tentang tanggungjawab seorang yang terdapat dalam surat Al-Zalzalah 
ayat 7-8 yang berbunyi:  
                       
      
Terjemahnya: 
7. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia 
akan melihat (balasan) nya. 
8. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan 
melihat (balasan)nya. (Q.S. Az-Zalzalah: 7-8) 
 
2. Transparansi 
Salah unsur utama dalam pengelolaan keuangan yang baik adalah dengan 
adanya transparansi. Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintah, 
mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak 
yang memiliki kepentingan untuk itu, dalam hal ini yaitu masyarakat luas. 
Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk 




Adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk 
memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi 
tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanannya, serta hasil-hasil yang 
dicapai. Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan 
yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan 
pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. 
Pada Pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 
37 Tahun 2007, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dikatakan 
transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk 
mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan 
daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap 
orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni 
informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanannya, serta hasil-hasil 
yang dicapai.  
Pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 13 
Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dikatakan transparan 
adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan 
mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. 
Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, dan 
tidak diskriminatif kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat 
memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas 
pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan 
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kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (Wida, 2016). 
Transparansi atau keterbukaan di sini memberikan arti bahwa anggota masyarakat 
memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena 
menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-
kebutuhan hidup masyarakat banyak. Transparansi merupakan prinsip yang harus ada 
dan meliputi keseluruhan bagian pengelolaan keuangan baik dari proses perencanaan, 
pelaksanaannya (Rahum, 2015). 
Coryanata (2007) mengatakan transparansi dibangun di atas dasar arus 
informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi 
perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia 
harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Anggaran yang disusun oleh 
pihak eksekutif dikatakan transparansi jika memenuhi beberapa kriteria berikut: 1) 
terdapat pengumuman kebijakan anggaran; 2) tersedia dokumen anggaran dan 
mudah diakses; 3) tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu; 4) 
terakomodasinya suara/usulan rakyat; dan 5) terdapat sistem pemberian informasi 
kepada publik. 
Annisaningrum (2010:2), transparansi adalah memberikan informasi 
keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan 
bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh 
atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang 
dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. 
Penyelengaraan pemerintahan yang transparan akan memiliki kriteria: adanya 
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pertanggungjawaban terbuka; adanya aksesibilitas terhadap laporan keuangan; 
adanya publikasi laporan keuangan, hak untuk tahu hasil audit dan ketersediaan 
informasi kinerja. 
Dalam hal pelaksanaan transparansi pemerintah, media massa mempunyai 
peranan yang sangat penting, baik sebagai sebuah kesempatan untuk berkomunikasi 
pada publik maupun menjelaskan berbagai informasi yang relevan, juga sebagai 
penonton atas berbagai aksi pemerintah dan prilaku menyimpang dari aparat 
birokrasi. Untuk melaksanakan itu semua, media membutuhkan kebebasan pers 
sehingga dengan adanya kebebasan pers maka pihak media akan terbebas dari 
intervensi pemerintah maupun pengaruh kepentingan bisnis (Wiranto, 2012). 
Adanya keterbukaan ini, maka konsekuensi yang akan dihadapi adalah kontrol 
yang berlebihan dari masyarakat, untuk itu harus ada pembatasan dari keterbukaan 
itu sendiri, dimana pemerintah harus pandai memilah mana informasi yang perlu 
dipublikasikan dan mana yang tidak perlu sehingga ada kriteria yang jelas dari 
aparat publik mengenai jenis informasi apa saja yang boleh diberikan dan kepada 
siapa saja informasi itu akan diberikan. Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga 
supaya tidak semua informasi menjadi konsumsi publik. Ada hal-hal yang 
menyebabkan informasi tersebut tidak boleh diketahui oleh publik. 
Transparasi merupakan salah satu prinsip good governance. Pasaribu (2011) 
mengatakan transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang 
dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya, informasi yang berkaitan dengan kepentingan 
publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. 
42 
 
Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang 
untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni 
informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil 
yang dicapai. 
Prinsip transparansi menurut Werimon, dkk (2007:8) meliputi 2 aspek, yaitu: 
komunikasi publik oleh pemerintah, dan hak masyarakat terhadap akses informasi. 
Pemerintah diharapkan membangun komunikasi yang luas dengan masyarakat 
berkaitan dengan berbagai hal dalam kontek pembangunan yang berkaitan dengan 
masyarakat. Masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui berbagai hal yang 
dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Werimon 
(2007:8) menyebutkan bahwa, kerangka konseptual dalam membangun transparansi 
organisasi sektor publik dibutuhkan empat komponen yang terdiri dari: 1) adanya 
sistem pelaporan keuangan; 2) adanya sistem pengukuran kinerja; 3) dilakukannya 
auditing sektor publik; dan 4) berfungsinya saluran akuntabilitas publik (channel of 
accountability). 
Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi 
pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah saat 
memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi 
orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa 
yang dikerjakannya. Dengan transparansi, kebohongan sulit untuk 
disembunyikan.Dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang 
dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi. 
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Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang 
untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni 
informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanannya, serta hasil-hasil 
yang dicapai. Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. 
Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap 
aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. 
Sulistiyani dalam Subroto (2009) menyatakan bahwa tranparansi dan 
akuntabilitas adalah dua kata kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun 
penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dinyatakan juga bahwa dalam 
akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala 
kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih 
tinggi. Akuntabilitas dapat dilaksanakan dengan memberikan akses kepada semua 
pihak yang berkepentingan, bertanya atau menggugat pertanggungjawaban para 
pengambil keputusan dan pelaksaan baik ditingkat program, daerah dan masyarakat. 
Dalam hal ini maka semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan ADD harus 
dapat diakses oleh semua unsur yang berkepentingan terutama masyarakat di 
wilayahnya. 
Transparansi dalam pandangan Islam sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-
Baqarah ayat 282 yang berbunyi:  




“Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk 
waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya (catatkanlah) (Q.S. Al-
Baqarah: 282).”  
Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan ADD ini dimulai 
dari tahap perencanaan, pelaksanaan semua kegiatan, dan paska kegiatan sehingga 
pengelolaan ADD diharapkan dapat dipertanggungjawabkan.  
1. Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan ADD 
Perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan ADD 
berpedoman pada Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 
Tahun 2014 pasal 20, 24, 38, dan 44 tentang pengelolaan keuangan desa. Peraturan 
Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 pasal 20 sebagai 
berikut:  
a. Perencanaan ADD 
1) Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa 
berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan. 
2) Sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa 
kepada kepala desa. 
3) Rancangan peraturan desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) disampaikan oleh kepala desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk 
dibahas dan disepakati bersama. 
4) Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. 
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Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 pasal 
24 sebagai berikut:  
b. Pelaksanaan ADD 
1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan 
kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. 
2) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya 
maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota. 
3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. 
Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 pasal 
38 sebagai berikut:  
c. Pertanggungjawaban ADD 
1) Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi 
pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. 
2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. 
3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan desa. 
4) Peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan 
APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri: 
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a) Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa 
tahun anggaran berkenaan; 
b) Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran 
berkenaan; dan 
c) Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk 
ke desa. 
d. Pengawasan ADD 
1) Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan 
penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan 
Restribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa. 
2) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan 
pengelolaan keuangan desa. 
F. Konsep Good Governance 
Governance diartikan sebagai mekanisme, praktik dan tata cara pemerintah 
dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. 
Kualitas governance dinilai dari kualitas interaksi yng terjadi antara komponen 
governance yaitu pemerintah, civil society dan sektor swasta. good governance saat 
ini menjadi sangat “trendi”. Ada yang menterjemahkan good governance sebagai 
kepemerintahan yang prima atau tata pemerintahan yang baik (Sumarto dalam 
Tampubolon, 2014). 
Sementara arti good  dalam good governance mengandung makna nilai-nilai 
yang menjujung tinggi keinginan atau kehendak rakyat untuk dapat meningkatkan 
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kemampuannya dalam pencapaian tujuan kemandirian, pembangunan berkelanjutan 
dan keadilan sosial. Good mengandung pula makna bahwa terdapat aspek fungsional 
pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai 
tujuan tersebut. Secara konseptual good dalam bahasa Indonesia “baik” dan 
governance adalah “kepemerintahan” (Yenni, 2013). 
Berbagai pendapat yang dikemukakan para ahli dalam memahami arti good 
governance, Salah satunya menurut Robert Charlick dalam Yenni (2013) 
mendefinisikan good governance sebagai pengelolaan segala macam urusan publik 
secara efektif melalui pembuatan peraturan atau kebijakan yang baik demi untuk 
mempromosikan nilai-nilai kemasyarakatan. Bintoro Tjokroamidjojo memandang 
Good Governance sebagai “Suatu bentuk manajemen pembangunan, yang juga 
disebut Sebagai administrasi pembangunan, yang menempatkan peran pemerintah 
sentral yang menjadi Agent of change dari suatu masyarakat berkembang atau 
develoving didalam Negara berkembang”. 
Berdasarkan uraian pendapat para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan 
bahwa good governance adalah proses penyelenggaraan pemerintahan negara yang 
solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergian 
interaksi. Governance lebih merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik 
antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan 
kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan tersebut. 




1. Nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat dan nilai yang dapat 
meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan, kemandirian, 
pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial.  
2. Aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif, efisien dalam pelaksanaan 
tugas untuk mencapai tujuan.  
3. Kepemerintahan (governance) sebagaimana dikemukakan oleh Kooiman 
(1993) adalah governance lebih merupakan serangkaian proses interaksi sosial 
politik antara pemerintahan dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang 
berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas 
kepentingan-kepentingan tersebut.  
Secara umum, governance diartikan sebagai kualitas hubungan antara 
pemerintah dan masyarakat yang dilayani dan dilindunginya, private sectors (sektor 
swasta/ dunia usaha), dan society (masyarakat). Oleh sebab itu, good governance 
sektor publik diartikan sebagai suatu proses tata kelola pemerintahan yang baik, 
dengan melibatkan stakeholders terhadap berbagai kegiatan perekonomian, sosial 
politik, dan pemanfaatan berbagai sumber daya seperti sumber daya alam, keuangan, 
dan manusia bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan menganut asas 
keadialan, pemerataan, persamaan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas 
Sedangkan United Nations Development Programme (UNDP, 1997) dalam 
Fradiyanto (2015) mendefinisikan Governance sebagai “the exercise of political, 
economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels”. 
Menurut definisi ini, governance mempunyai tiga kaki (three legs), yaitu economic, 
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political, dan administrative. Tata Kepemerintahan ekonomi menyangkut proses 
pengambilan keputusan yang dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi sebuah negara 
dan hubungan ekonomi negara lain, tata kepemerintahan politis adalah terkait 
dengan proses pengambilan keputusan dalam penyusunan kebijakan, tata 
kepemerintahan administratif adalah terkait dengan sistem pelaksanaan kebijakan. 
Good governance  juga sebagai sebuah tanggungjawab pemerintah atas 
amanah yang diberikan masyarakat akan sebuah tata kelola pemerintah jujur, bersih, 
transparan dan akuntabel. Sebagaimana dalam Islam dijelaskan untuk selalu menjaga 
amanah dalam QS. Al-Anfal/8: 27 yang berbunyi: 
                           
Terjemahnya: 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan 
Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-
amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui (Q.S. Al-
Anfal/8:27).” 
 
Penyelasan ayat diatas menganjurkan umat muslim untuk selalu bersifat 
amanah. Sifat amanah merupakan syarat pokok bagi setiap pemimpin karena jika 
tidak memiliki sifat tersebut, niscaya akan membawa kepada kerusakan masyarakat 
atau bangsa dan negara.  




1. Participation, keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik 
secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang 
dapat menyalurkan aspirasinya. 
2. Rule of law, kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. 
3. Transparency, Transparansi berarti adanya keterbukaan terhadap public 
senhingga dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan mengenai 
kebijakan pemerintah dan organisasi badan usaha, terutama para pembeli 
pelayanan publik. Transparansi menyangkut kebebasan informasi terhadap 
publik, satu hal yang embedakan organisasi swasta dan publik adalah dalam 
masalah transparansi sendiri. Dalam organisasi swasta, keterbukaan informasi 
bukanlah suatu hal yang menjadi harus.Banyak hal yang dirasa harus 
dirahasiakan dari publik dan hanya terbuka untuk beberapa pihak. Sementara 
itu, organisasi publik yang bergerak atas nama publik mengharuskan adanya 
keterbukaan agar dapat menilai kinerja pelayanan yang diberikan. Dengan 
begini, akan terlihat bagaimana suatu sistem yang berjalan dalam organisasi 
tersebut. 
4. Responsiveness, Responsif berarti cepat tanggap, birokrat harus dengan segera 
menyadari apa yang menjadi kepentingan publik (public interest) sehingga 
cepat berbenah diri. Dalam hal ini, birokrasi dalam memberikan pelayanan 
public harus cepat beradaptasi dalam memberikan suatu model pelayanan. 
Masyarakat adalah sosok yang kepentingannya tidak bisa disamakan secara 
keseluruhan dan pada saatnya akan merasakan suatu kebosanan dengan hal 
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yang stagnan atau tidak ada perubahan, termasuk dalam pemberian pelayanan, 
masyarakat selalu akan menuntut suatu proses yang lebih mudah atau simple 
dalam memenuhi berbagai kepentingannya. Oleh karena itu, birokrasi harus 
dengan segera mampu membaca apa yang menjadi kebutuhan publik. 
5. Consensus orientation, berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih 
luas. 
6. Equity, Keadilan berarti semua orang (masyarakat), baik laki-laki maupun 
perempuan, miskin dan kaya memiliki kesamaan dalam memperoleh 
pelayanan public oleh birokrasi. Dalam hal ini, birokrasi tidak boleh berbuat 
diskriminatif dimana hanya mau melayani pihak-pihak yang dianggap perlu 
untuk dilayani, sementara ada pihak lain yang terus dipersulit dalam 
pelayanan bahkan tidak dilayani sama sekali. Konsep keadilan masih terlihat 
sulit diterpakan dalam pelayanan public di Indonesia, hal ini bisa dipengaruhi 
karena konflik kepentingan birokrasi. 
7. Efficienty and Effectiveness, Efektif secara sederhana berarti tercapainya 
sasaran dan efisien merupakan bagaimana dalam mencapai sasaran dengan 
sesuatu yang tidak berlebihan (hemat). Dalam bentuk pelayanan publik, hal ini 
berarti bagaimana pihak pemberi pelayanan melayani masyarakat seefektif 
mungkin dan tanpa banyak hal-hal atau prosedur yang sebenarnya bisa 
diminimalisir tanpa mengurangi efektivitasnya. 
8. Accountability, pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang 
dilakukan. Akuntabilitas berarti tanggung gugat yang merupakan kewajiban 
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untuk memberi pertanggungjawaban dan berani untuk ditanggung gugat atas 
kinerja atau tindakan dalam suatu organisasi. Dalam pemberian pelayanan 
publik, akuntabilitas dapat dinilai sudah efektifkah prosedur yang diterapkan 
oleh organisasi tersebut, sudah sesuaikah pengaplikasiannya, dan bagaimana 
dengan pengelolaan keuangannya, dan lain-lain. Dalam birokrasi, 
akuntabilitas yang berarti akuntabilitas publik menjadi sesuatu yang 
sepertinya menjadi sosok yang menakutkan. 
9. Strategic vision, Penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus memiiki 
visi jauh kedepan, Pemerintah dan Masyarakat harus memiliki kesatuan 
pandangan sesuai visi yang diusung agar terciptanya keselarasan dan 
integritas dalam pembangunan, dengan memperhatikan latar belakang sejarah, 
kondisi sosial, dan budaya masyarakat. 
Dari karakteristik tersebut, paling tidak tiga hal yang dapat diperankan oleh 
akuntabilitas sektor publik yaitu penciptaan transparansi, akuntabilitas publik, dan 
value for money (economy, efficiency dan effectiveness) (Rahadian, 2010). Good 
governance merupakan kebutuhan mutlak mayoritas rakyat demi terciptanya suatu 
sistem pemerintahan yang lebih berpihak kepada kepentingan rakyat sesuai dengan 
prinsip-prinsip demokrasi secara universal (Tomuka, 2015). Dengan mewujudkan 
good governance berarti terciptanya suatu layanan publik atau tata kelola 





G. Kerangka Pikir 
Kerangka pemikiran akuntabilitas ADD dalam wilayah Kecamatan 
Bontomarannu Kabupaten Gowa dapat digambarkan dalam bagan kerangka pikir 
sebagaimana gambar berikut: 
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Pelaksanaan Alokasi Dana Desa 
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A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis deskriptif-kualitatif. Penelitian 
ini menggunakan paradigma kualitatif karena didasarkan pada dua alasan pertama, 
permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini membutuhkan sejumlah data lapangan 
yang sifatnya aktual dan kontekstual. Kedua, pemulihan pendekatan ini didasarkan 
pada keterkaitan masalah yang dikaji dan tidak dapat dipisahkan oleh fakta 
alamiahnya. 
Chariri (2009:05) mengemukakan penelitian deskriptif melihat fakta  sebagai 
sesuatu yang unik dan memiliki konteks dan makna yang khusus sebagai esensi 
dalam memahami sesuatu. Chariri (2009:05) menambahkan bahwa tujuan dari 
penelitian deskritif adalah untuk menghasilkan pandangan-pandangan dan 
penjelasan tentang peristiwa sosial tertentu sehingga peneliti mampu mengungkap 
sistem interpretasi dan pemahaman (makna) yang ada dalam lingkungan sosial.  
Lokasi penelitian ini dilakukan dibeberapa desa di Kecamatan Bontomarannu 
Kabupaten Gowa. Ada 6 (enam) desa dan 3 (tiga) dalam bentuk keluruhan yang 
berada di Kecamatan Bontomarrnnu Kabupaten Gowa. Adapun kriteria yang 
dijadikan objek penelitian yang dimana dilihat dari jumlah penduduk terbanyak, 
menengah, dan sedikit. Dilihat pula jumlah besaran ADD ditiap desa terbanyak, 
menengah, dan sedikit.  
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Jadi penduduk desa terbanyak dan besaran ADD terbanyak yaitu desa Pakatto, 
penduduk desa menengah dan besaran ADD menengah yaitu desa Nirannuang, dan 
penduduk desa sedikit dan jumlah besaran ADD sedikit yaitu desa Mata Allo.  
B. Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif. Penelitian yang 
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 
dan perilaku yang dapat diamati. Dengan kata lain, penelitian ini disebut penelitian 
kualitatif karena merupakan penelitian yang tidak mengadakan perhitungan 
(Moleong, 2011:03). 
Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif 
yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada 
sekarang berdasarkan data-data. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan 
pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai bagaimana 
transparansi dan akuntabilitas ADD di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa. 
Selain itu, dengan pendekatan kualitatif diharapkan dapat diungkapkan situasi dan 
permasalahan yang dihadapi.  
C. Jenis dan Sumber Data Penelitian 
Jenis  data yang digunakan pada penelitian ini adalah data subyek dan data 
primer yang kemudian diklasifikasikan menurut bentuk tanggapan atau respon yaitu 
diklasifikasikan sebagai data lisan (verbal) karena data yang diperoleh berasal 
langsung dari informan melalui wawancara. 
56 
 
Data primer menurut Sanusi (2014:104) adalah data yang pertama kali dicatat 
dan dikumpulkan oleh peneliti. Peneliti dapat mengontrol tentang kualitas data 
tersebut, dapat mengatasi kesenjangan waktu antara saat dibutuhkan data itu dengan 
yang tersedia, dan peneliti lebih leluasa dalam menghubungkan masalah 
penelitiannya dengan kemungkinan ketersediaan data di lapangan. Di dalam 
penelitian ini data primer diproleh melalui wawancara langsung kepada pihak yang 
kompeten dalam pengelolaan ADD di Kecamatan Bontomarannu. 
Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak 
lain. Peneliti tinggal memanfaatkan data tersebut menurut kebutuhannya. Data 
sekunder penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen bagian pemerintahan desa 
Kabupaten Gowa dan dokumen-dokumen di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten 
Gowa. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Dalam rangka mengumpulkan data dan informasi yang valid dan akurat, 
pengumpulan data yang utama (untuk mendapatkan data primer) peneliti akan 
melakukan wawancara secara mendalam, yang dibantu dengan alat perekam (tape 
recorder). Alat perekam ini berguna sebagai bahan crossceck, jika pada saat analisa 
terdapat data, keterangan atau informasi yang sempat tidak tercatat oleh pewancara. 
Dalam penelitian tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa 
di wilayah Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa, peneliti akan berperan 
penuh sebagai observer, sekaligus sebagai pewancara, dengan melakukan 
wawancara secara langsung dan bersifat mendalam dan terbuka dengan para 
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pengelola ADD, serta mencatat semua kejadian dan data serta informasi dari 
informan yang selanjutnya dipergunakan sebagai bahan penulisan laporan hasil 
penelitian. 
Metode pengumpulan data yang digunakaan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Wawancara mendalam wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan 
data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 
permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui 
hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini 
mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self report atau 
setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Untuk 
wawancara mendalam dilakukan secara langsung dengan informan secara 
terpisah di lingkungannya masing-masing. Wawancara dilakukan dengan 
informan yang dianggap berkompeten dan mewakili.  
2. Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelusuran 
dengan menggunakan referensi dari buku, jurnal, makalah dan perundang-
undangan terkait dengan objek penelitian  untuk mendapatkan konsep dan 
data-data yang relevan dengan permasalahan yang dikaji sebagai penunjang 
penelitian.  
3. Studi dokumentasi merupakan pengumpulan data berupa data-data sekunder 
yang berupa dokumen-dokumen sosial dan ekonomi pemerintah desa yaitu 
laporan pertanggungjawaban yang didalamnya yang mengandung narrative 
58 
 
text, foto, tabel dan grafik yang memuat penjelasan mengenai praktik sosial 
dan ekonomi 
4. Internet searching merupakan penelitian yang dilakukan dengan 
mengumpulkan berbagai tambahan referensi yang bersumber dari internet 
guna melengkapi referensi penulis  serta digunakan untuk menemukan fakta 
atau teori berkaitan masalah yang diteliti.   
E. Instrument Penelitian 
Instrument penelitian adalah suatu alat yang mengukur fenomena alam 
maupun sosial yang diamati. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan survei, 
observasi, hingga kajian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan penelitian Adapun 
alat-alat penelitian yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian, yaitu 
sebagai berikut: 
1. Perekam suara 
2. Buku catatan 
3. Handphone 
4. Kamera 
5. Alat tulis 
6. Daftar pertanyaan wawancara. 
7. Buku, jurnal, dan referensi lainnya.  
Untuk memperoleh data dan informasi yang valid dan akurat, dilakukan 
wawancara secara mendalam, terhadap informan-informan yang dijadikan sumber 
informasi. Sedangkan informan yang dipilih adalah informan yang terlibat langsung 
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serta memahami dan dapat memberikan informasi (gambaran) tentang pengelolaan 
ADD. Dalam penelitian peneliti mewawancarai tiap-tiap kepala desa, sekretaris, 
maupun bendahara.  
F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data 
Teknik pengolahan data dilakukan setelah data diperoleh dari hasil 
wawancara, dokumentasi, dan internet searching yang membantu dalam pengolahan 
data tersebut. Langkah-langkah yang dapat dilakukan, yaitu: 
1. Peneliti memulai mengorganisasikan semua data yang telah dikumpulkan. 
2. Membaca data secara keseluruhan dan membuat catatan pinggir mengenai 
data yang dianggap penting kemudian melakukan pengkodean data. 
3. Menemukan dan mengelompokkan pernyataan yang dirasakan oleh responden 
dengan melakukan horizonaliting yaitu setiap pernyataan yang tidak relevan 
dengan topik dan pertanyaan maupun pernyataan yang bersifat repetitif atau 
tumpang tindih dihilangkan. 
4. Mereduksi data, memilah, memusatkan, dan menyerdehanakan data yang baru 
diperorel dari penelitian yang masih mentah yang muncu dari catatan–catatan 
tertulis di lapangan. 
5. Penyajian data, yaitu dengan merangkai dan menyusun informasi dalam 
bentuk satu kesatuan, selektif dan dipahami. 
6. Perumusan dalam simpulan, yakni dengan melakukan tinjauan ulang di 
lapangan untuk menguji kebenaran dan validitas makna yang muncul disana. 
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Hasil yang diperoleh diinterpresentasikan, kemudian disajikan dalam bentuk 
naratif. 
Analis data dapat diartikan sebagai cara melaksanakan analisa terhadap data 
dengan tujuan untuk mengolah suatu data menjadi sebuah informasi sehingga data 
tersebut dapat bermanfaat dalam menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan 
kegiatan penelitian. Tujuan dari menganalisa data adalah untuk mengungkapkan data 
apa yang perlu dicari, hipotesis apa yang perlu diuji, pertanyaan apa yang perlu 
dijawab, metode apa yang harus digunakan untuk mendapatkan informasi baru, serta 
kesalahan apa yang perlu diperbaiki. Selain itu, analisa data bertujuan untuk 
mendeskripsikan data sehingga karakteristik data dapat dipahami. Serta membuat 
suatu kesimpulan yang diperoleh berdasarkan pendugaan atau estimasi. 
Adapun prosedur dari analis data adalah sebagai berikut: 
1. Tahap pengumpulan data melalui instrumen dari pengumpulan data. 
2. Tahap editing, yaitu memeriksa kejelasan dan kelengkapan pengisian 
instrumen pengumpulan data 
3. Tahap Pengkodean, yaitu proses identifikasi dan klasifikasi dari tiap 
pertanyaan yang terdapat di dalam instrumen pengumpulan data. 
4. Tahap pengujian data, yaitu menguji validitas dan realiabilitas instrument 
pengumpulan data . 
5. Tahap penyajian data, dengan merangkai data menjadi suatu kesatuan agar 
dapat dirumuskan kesimpulan dengan melakukan tinjauan ulang di lapangan, 
serta mendapatkan hasil yang valid. 
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Jadi kesimpulan dari peneliti berusaha mengumpulkan fakta dari fenomena 
atau peristiwa-peristiwa yang bersifat khusus, kemudian berdasarkan fenomena atau 
peristiwa yang berasifat khusus tadi, diambil kesimpulan yang bersifat umum. Lewat 
dari data itu akan diperoleh informasi yang lebih bermakna. Untuk bisa menentukan 
kebermaknaan data atau informasi ini diperlukan penelitian secara mendalam.  
G. Pengujian Keabsahan Data 
Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh, digunakan teknik triangulasi. 
Menurut Moleong (2012) triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data 
yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Teknik triangulasi yang digunakan adalah 
teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber. Triangulasi dengan 
sumber berarti membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu 
informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian 
kualitatif (Moleong, dalam Arifiyanto dan Kurrohman, 2014). 
Keabsahan data dilakukan dengan tujuan menguji kepercayaan terhadap data 
hasil dari suatu penelitian. Untuk Menguji keabsahan data yang diperoleh, dalam 
penelitian ini menggunakan dua metode dari teknik triangulasi, yaitu: 
1. Triangulasi sumber data, yaitu menggali kebenaran informasi tertentu melalui 
berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui 
wawancara dengan informan, peneliti juga mengunakan peneliti bisa 
menggunakan sumber data pendukung lainnya seperti dokumen  tertulis,  
arsip,  dokumen  sejarah,  catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan 
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gambar atau foto. Tentu masing-masing cara  itu  akan  menghasilkan  bukti  
atau  data  yang  berbeda,  yang  selanjutnya akan  memberikan pandangan  
(insights)  yang  berbeda  pula  mengenai fenomena  yang  diteliti. Berbagai 
pandangan itu  akan  melahirkan  keluasan pengetahuan untuk memperoleh 
kebenaran handal.  
2. Triangulasi teori, yaitu hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan 
informasi atau thesis statement.  Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan 
dengan perspektif  teori  yang  relevan  untuk  menghindari  bias  individual 
peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Selain itu,  triangulasi 
teori  dapat  meningkatkan  kedalaman  pemahaman  asalkan  peneliti  mampu 










 BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
Pada gambaran lokasi penelitian akan menyajikan empat gambaran umum, 
yaitu gambaran umum Kecamatan Bontomarannu, dan tiga gambaran umum desa 
yang tempat peneliti dalam penelitian. Gambaran umum Kecamatan Bontomarannu 
mencakup keadaan geografis, dan kependudukan. Sedangkan gambaran umum desa 
mencakup keadaan geografis, kependudukan, visi dan misi, serta stuktur organisasi 
pemerintah desa.  
1. Gambaran Umum Kecamatan Bontomarannu 
a. Kondisi Geografis 
Kondisi fisik suatu wilayah memiliki peran yang penting, karena dapat 
mengetahui hubungan faktor-faktor alami untuk mengetahui keadaan dan potensi 
yang dimiliki oleh suatu wilayah sehingga dapat diketahui aktivitas yang dimiliki 
suatu wilayah tersebut. Faktor-faktor alami yang ada suatu wilayah berfungsi 
sebagai wahana atau penampung aktivitas penduduk.  
Batas-batas wilayah Kecamatan Bontomarannu secara geografis adalah 
sebagai berikut: 
Sebelah Utara  : Kecamatan Pattallassang 
Sebelah Selatan : Kecamatan Pallangga 
Sebelah Barat  : Kecamatan Somba Opu 
Sebelah Timur : Kecamatan Parangloe 
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Dengan jumlah desa/kelurahan sebanyak 9 (Sembilan) desa/kelurahan dan 
dibentuk berdasarkan Perda No. 7 Tahun 2005 ibu kota Kecamatan Bontomarannu 
adalah Borongloe dengan jarak sekitar 9 km dari Sungguminasa. Terdiri dari 3 
(Tiga) kelurahan dan 6 (Enam) desa. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 4.1 
berikut ini.  
Tabel 4.1 
Kelurahan dan Luas Wilayah di Kecamatan Bontomarannu 
NO Kelurahan Luas Wilayah (KM
2
) 
1 Borongloe 3,13 
2 Bontomanai 6,33 
3 Romang Lompoa 3,40 
Sumber: Kecamatan Bontomarannu  
Tabel 4.2 
Desa dan Luas Wilayah di Kecamatan Bontomarannu 
NO Desa Luas Wilyah (KM
2
) 
1 Pakatto 6,71 
2 Sokkolia 7,50 
3 Nirannuang 9,20 
4 Bili-Bili 5,43 
5 Romangloe 9,29 
6 Mata Allo 4,30 
Sumber: Kecamatan Bontomarannu 
Tabel 4.3 
Luas Daerah di Kecamatan Bontomarannu 
NO Desa/Kelurahan Luas Wilayah (KM
2
) 
1 Borongloe 3,13 
2 Bontomanai 6,33 
3 Sokkolia 7,50 
4 Pakatto 6,71 
5 Nirannuang 9,20 
6 Romangloe 9,29 
7 Mata Allo 1,64 
8 Bili-Bili 5,43 
9 Romanglompoa 3,40 




b. Kondisi Demografi 
Jumlah penduduk Kecamatan Bontomarannu pada tahun 2014 registrasi 
sensus penduduk tercacat sebanyak 33.858 dan pada tahun 2015 menjadi 34.453 
jiwa yang terdiri dari 17.097 jiwa laki-laki dan 17.356 jiwa perempuan. Sehingga 
dalam kurung waktu satu tahun terjadi pertambahan penduduk sebanyak 595 jiwa. 
Hal ini sangat perlu dipertimbangkan karena disamping jumlah penduduk 
merupakan sumberdaya pembangunan, juga sekaligus sebagai subyek dan sasaran 
seluruh pelaksanaan pembangunan. Berikut adalah perkembangan penduduk 
Kecamatan Bontomarannu kurun waktu 2010-2015. 
Tabel 4.4 
Jumlah Penduduk Kecamatan Bontomarannu dari Tahun 2010-2015 







Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan dalam Angka 2010-2015 
Jumlah penduduk Kecamatan Bontomarannu dari tahun 2010 sampai 2015 
mengalami peningkatan secara konsisten dari 31.347 jiwa menjadi 34.453 jiwa. 
Dalam kurung waktu tersebut, jumlah penduduk mengalami peningkatan sebesar 
9,91% pertahun. 
Jika dilihat dari komposisi penduduk menurut jenis kelamin, jumlah penduduk 













1 2 3 4 5 
2010 15.513 49,48% 15.834 49,48% 
2011 15.847 49,52% 16.153 50,47% 
2012 16.174 49,55% 16.463 50,44% 
2013 16.490 49,58% 16.767 50,41% 
2014 16.796 49,60% 17.062 50,39% 
2015 17.097 49,62% 17.356 50,37% 
Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan dalam Angka Tahun 2010-2015 
2. Desa Pakatto 
a. Keadaan Geografis 
Desa Pakatto adalah satu desa yang terletak di Kecamatan Bontomarannu, 
yang terletak dibagian selatan Kabupaten Gowa dengan jarak + 11 km dari ibu kota 
Kab. Gowa,23 km dari ibu Kota propinsi dan 2 km dari ibu kota kecamatan. luas 
wilayah + 1.134 ha dengan batas-batas wilayah desa sebagai berikut: 
Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Tumbuseng Kecamatan         
Palangga 
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Mata Allo dan Desa 
Sokolia 
Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Nirannuang 
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Sebelah Barat  : Berbatasan dengan Kelurahan Bontomanai 
b. Kondisi Demografi 
Jumlah penduduk Desa Pakatto sekitar 1.407 Kepala Keluarga (KK) dengan 
perbandingan laki-laki 2.690 jiwa dan perempuan sebanyak 2.754 jiwa. dan total 
Jumlah penduduk 5.444 jiwa. Jumlah ini cukup banyak dan merupakan asset yang 
potensial yang dimiliki Desa Pakatto  jika potensi ini diberdayakan. Untuk lebih 
jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 
Tabel 4.6 
Data Penduduk Menurut Jenis Kelamin 
NO Dusun Laki-Laki Perempuan Total 
1 Pakatto Caddi 1.035 1.010 2.045 
2 Pakatto Carammeng 403 426 829 
3 Pakatto Lompo 629 706 1.335 
4 Lantebung 623 612 1.235 
Jumlah 2.690 2.754 5.444 
Sumber: Hasil Sensus Penduduk Desa Pakatto 2015 
Berdasarkan jumlah jiwa penduduk maka akan terlihat pengelompokan umur 
mulai dari usia balita (0-5 tahun), usia wajib sekolah sampai pada usia non produktif. 
Usia produktif yaitu usia 15-45 tahun adalah usia yang sangat potensial untuk 
menunjang aktifitas pembangunan di desa yang akan dilakukan. Tetapi faktor usia 
tidak hanya berdiri sendiri tetapi harus ditunjang dengan kemampuan, kemauan dan 
keterampilan yang dimiliki.  


















0-3 107 53 59 57 
4-6 90 52 64 62 
7-12 197 98 153 151 
13-15 145 58 73 73 
16-22 290 110 192 163 
23-45 775 310 478 473 
46-60 302 91 206 159 
>61 139 57 110 97 
Jumlah  2.045 829 1.335 1.235 
Sumber: Desa Pakatto dalam angka 2015 
Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa jumlah jiwa terbanyak yang dimiliki 
adalah usia produktif yaitu 23-45 tahun dengan jumlah jiwa 2.036, hampir 50% dari 
jumlah keseluruhan penduduk desa Pakatto. Jika pada usia ini memiliki ilmu dan 
keterampilan yang memadai untuk mengelolah sumber daya alam maka 
kesejahteraan masyarakat akan terpenuhi. 
c. Visi dan Misi 
1) Visi Desa Pakatto 
Dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan  visi menjadi sangat  
penting karena menjadi pedoman implementasi pembangunan. Secara konseptual, 
visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu daerah harus 
dibawa agar konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta realistis. Visi yang 
baik (vision of succses) merupakan suatu gambaran yang menantang tentang 
keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan sebuah daerah. Visi, 
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disamping sebagai sumber inspirasi dan sumber motivasi, juga menjadi acuan dan 
penuntun bagi setiap upaya yang akan dikembangkan suatu daerah ke masa depan. 
Setelah melakukan survey asset atau potensi setiap dusun di Desa Pakatto 
serta menganalisa dan melakukan identifikasi masalah setiap dusun maka secara 
umum Desa Pakatto melalui musyawarah di tingkat Desa maka lahirlah beberapa 
uraian cita-cita realistis Desa Pakatto selama 6 (lima) tahun yaitu : 
a) Adanya kemandirian masyarakat Desa Pakatto melalui bidang usaha 
pertanian, yang ditunjang oleh infrastruktur jalan yang memadai 
b) Meningkatnya Sumber Daya Manusia baik formal maupun Non formal 
c) Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat  dalam bidang ketenaga 
kerjaan,kependudukan serta keseimbangan  mobilitas penduduk 
d) Keamanan dalam beraktifitas terjamin 
e) Sehat jasmani dan rohani 
f) Tertatanya pemukiman serta pemamfaatan lahan secara maksimal 
2) Misi Desa Pakatto 
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang 
telah ditetapkan agar tujuan pembangunan dapat terlaksana dan berhasil dengan 
baik, sehingga seluruh masyarakat dan pihak yang berkepentingan (stakeholder) 




Sejalan dengan visi yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan kondisi 
obyektif yang dimiliki  Desa Pakatto, dirumuskan misi pembangunan sebagai 
berikut: 
a) Membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan baik formal maupun 
non formal yang mudah di akses dan dinikmati seluruh warga masyarakat 
tanpa terkecuali 
b) Membangun dan mendorong terciptanya pendidikan yang menghasilka insan 
Intelektual, insan Inofatif, dan Insan Interpreneur. 
c) Membangun dan mendorong terwujudnya keterampilan serta keahlian Baik 
Formal maupun Informal yang berbasiskan dan mengembangkan sektor 
pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. 
d) Membangun dan medorong pembangunan Imprastruktur yang menunjang 
segala bidang usaha terutama pada sector pertanian, perkebunan, peternakan, 
dan perikanan.  
e) Membangun dan mendorong untuk mengembangkan usaha-usaha sector 
pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, baik pada tahapan produksi 
maupun pengolahan hasilnya sampai pada pemasarannya. 
f) Menjamin dan mendorong usaha-usaha terciptanya pembangunan disegala 
bidang yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan, sehingga terjadi 
keberlanjutan usaha-usaha pembangunan dan pemanfaatannya 




h) Menciptakan daya tarik Desa untuk di kunjungi masyarakat dari luar Desa. 
i) Menjunjung tinggi nilai-nilai budaya lokal (Makassar) yang masih sangat 
kental dan di pegang kuat masyarakat Desa Pakatto 
j) Meningkatkan SDM melalui pendidikan dan pelatihan dalam mewujudkan 
peningkatan kualitas tenaga kerja dan  penguasaan  teknologi dan informasi 
k) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang administrasi 
kependudukan 
l) Meningkatkan pembinaan hubungan industrial dan perlindugan tenaga kerja. 
m) Megembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang sesuai  dengan 
daya tampung  lingkungan  dan persebaran penduduk yang terarah  serta 
terkendali 





























3. Desa Nirannuang 
a. Kondisi Geografis 
Berdasarkan geofrafis wilayah, Desa Nirannuang termasuk wilayah dataran 
rendah dengan luas 6 Km
2
. Batas wilayah administratif Desa Nirannuang sebagai 
berikut: 
Sebelah utara : Berbatasan dengan Desa Timbuseng Kec. Pattalassang  























Sebalah timur  : Berbatasan dengan Desa Romangloe 
Sebelah barat   : Berbatasan dengan Desa Pakatto 
b. Kondisi Demografi 
Penduduk Desa Nirannuang pada tahun 2010 menunjukkan bahwa penduduk 
Desa Nirannuang sebesar 2.563 jiwa yang terdiri dari laki-laki 1.269 jiwa dan 
perempuan 1.294 jiwa. Data jumlah penduduk di Desa Nirannuang dapat dilihat 
pada tabel dibawah ini: 
Tabel 4.8 
Data Penduduk menurut Jenis kelamin 
NO Dusun Laki-laki Perempuan Total 
1 Batu Bilaya 294 307 601 
2 Moncong Tanah 691 676 1.367 
3 Tekko Tanru 284 311 595 
Jumlah 1.269 1.294 2.563 
Sumber: Desa Nirannuang 
Berdasarkan jumlah jiwa penduduk maka akan terlihat pengelompokan umur 
mulai dari usia anak-anak (0-10 tahun), usia wajib sekolah sampai pada usia non 
produktif. Usia produktif yaitu usia 15-45 tahun adalah usia yang sangat potensial 
untuk menunjang aktifitas pembangunan di desa yang akan dilakukan. Tetapi faktor 
usia tidak hanya berdiri sendiri tetapi harus ditunjang dengan kemampuan, kemauan 
dan keterampilan yang dimiliki. Di bawah ini  terlihat tabel jumlah penduduk 



















1 2 3 4 5 6 
1 0-10 87 115 161 363 
2 11-20 98 160 128 386 
3 21-30 110 185 91 386 
4 31-40 117 218 89 424 
5 41-50 110 211 54 375 
6 51-60 96 127 27 250 
7 61-70 65 112 32 209 
8 71-80 10 31 12 53 
9 >81 0 5 1 6 
Jumlah 601 1.367 595 2.563 
Sumber: Desa Nirannuang 
c. Visi dan Misi 
1) Visi Desa Nirannuang 
“Mewujudkan Desa Nirannuang Menjadi Desa Mandiri Melalui Bidang 
Pertanian”. 
Nilai-nilai yang melandasi: 
Selama bertahun-tahun Desa Nirannuang menyandang gelar sebagai desa 
kategori desa miskin. Sebuah sebutan yang sangat tidak membanggakan padahal 
sumber daya yang ada cukup memadai, hanya saja penangangannya kurang 
maksimal. Sebagian besar warga petani dan buruh harian juga ada yang memelihara 





2) Misi Desa Nirannuang 
a) Memperbaiki dan menambah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk 
meningkatkan SDM melalui pendidikan formal maupun informal 
b) Berkerja sama dengan petugas penyuluh lapangan untuk meningkatkan hasil 
pertanian 
c) Meningkatkan usaha pertanian 
d) Meningkatkan dan mengelola pendapatan asli desa 
e) Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui pelaksanaan Otonomi 
Daerah 



























4. Desa Mata Allo 
Desa Mata Allo adalah salah satu dalam wilayah administratif Kecamatan 
Bontomarannu Kabupaten Gowa. Desa  ini pada awalnya merupakan RW (Rukun 
Warga) dalam wilayah pemerintahan Desa Pakatto kemudian menjadi dusun dalam 
wilayah pemerintahan Desa Nirannuang (Desa Nirannuang adalah desa pemekaran 
dari Desa Pakatto pada tahun 1990), dan berdiri otonom pada tanggal 14 Oktober 
2000 menjadi desa persiapan setelah mekar dari Desa Nirannuang. 
a. Kondisi Geografis 
Berdasarkan topografi wilayah, Desa Mata Allo termasuk wilayah dataran 
rendah dengan luas 4,3 Km
2
. Batas wilayah administratif Desa Mata Allo sebagai 
berikut: 
Sebelah Utara  : Berbatasan dengan Desa Pakatto 
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Romangloe 
Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Nirannuang 
Sebelah Barat  : Berbatasan dengan Desa Sokkolia 
Wilayah Desa Mata Allo sendiri berada di bagian timur ibukota Kecamatan 
Bontomarannu dengan jarak +5 km dengan waktu tempuh +15 menit dari ibu kota 
kecamatan, +13 km dengan waktu tempuh +30 menit dari ibu kota kabupaten dan 
+23 km dengan waktu tempuh +1 jam dari ibu kota provinsi. Keadaan wilayah Desa 
Mata Allo sebagian besar merupakan daerah yang pemanfaatannya besar adalah 




b. Kondisi Demografi 
Hasil sensus pada tahun 2014 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Desa 
Mata Allo sebesar 1.901 jiwa. Penduduk Desa Mata Allo adalah penduduk yang 
homogenya yang terdiri dari berbagai suku yang ada di nusantara antara lain: 
Makassar, Bugis, Toraja, Mandar, Jawa, Batak, Ambon, Papua, Manado, Bali, 
Timor, dan lain-lain.  
Berdasarkan data suku diatas jelas bahwa rata-rata penduduk Desa Mata Allo 
merupakan pendatang yang berasal dari berbagai etnis di Indonesia. Keberagaman 
asal usul penduduk ini adalah pengaruh dari keberadaan lembaga RINDAM VII/ 
WRB yang merupakan asal terbentuknya pemukiman di Desa Mata Allo. Tercacat 
dalam data statistik kependudukan Desa Mata Allo sebanyak 90% adalah pendatang. 
Sementara sisanya yaitu 10% adalah penduduk lokal dari desa tetangga. 
Perkembangan penduduk saat ini cenderung tetap dengan pertambahan penduduk 
setiap tahunnya hanya 0-0,5% pertahun. 
Tabel 4.10 
Data Penduduk Menurut Jenis Kelamin 
NO Jenis Kelamin Total 
1 Laki-laki 946 
2 Perempuan 912 
 Jumlah 1.858 
Sumber: Desa Mata Allo Tahun 2015 
Pendidikan sangat erat kaitannya dengan pembangunan. Pendidikan 
merupakan usaha untuk diri manusia dan mampu menghasilkan SDM yang nantinya 
bisa berpngaruh dan membantu dalam pelaksanaan pembangunan pedesaan 
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khususnya dalam hal partisipasi masyarakat desa. Tingkat pendidikan di Desa Mata 
Allo rata-rata tamat SMA bahkan hamper 80% tamatan SMA melanjutkan 
pendidikannya ke perguruan tinggi. Hal ini menunjukkan tingginya minat 
masyarakat untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Sarana pendidikan yang 
ada di Desa Mata Allo hanya 1 buah TK yang bealokasi di kompleks asrama TNI, 
namun jarak yang jauh menjadi kendala tersendiri bagi anak-anak usia dini untuk 
memanfaatkannya.  
Tabel 4.11 
Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Desa Mata Allo Tahun 
NO Pendidikan Total 
1 Belum/Tidak sekolah 448 
2 TK 49 
3 SD 4013 
4 SMP 386 
5 SMA 512 
6 Perguruan Tinggi 103 
Jumlah 1.901 
Sumber: Desa Mata Allo Tahun 2015 
c. Visi dan Misi 
1) Visi Desa Mata Allo .  
 “Terwujudnya Masyarakat Mata Allo Yang Sejahtera Dan Mandiri” 
Visi ini mengandung makna tentang tekad warga masyarakat dan aparat 
pemerintah Desa Mata Allo menuju desa mendiri kerangka otonomi desa, dengan 
memanfaatkan potensi sumberdaya manusia, sumberdaya alam, dan budaya, adat 




2) Misi Desa Mata Allo 
a) Meningkatkan sumberdaya manusia Desa Mata Allo melalui pendidikan dan 
pelatihan keterampilan 
b) Menciptakan penyelenggaraan pemerintahan Desa Mata Allo yang aspiratif dan 
transparan yang didukung oleh seluruh lapisan masyarakat 
c) Menjaga kebersamaan dalam keberagaman masyarakat Desa Mata Allo menuju 
kehidupan yang amna, tentram dan sejahtera 
d) Memanfaatkan sumberdaya manusia dan asset secara arif dan berkelanjutan 
e) Meningkatkan pembangunan sarana prasarana penunjang kegiatan 
kemasyarakatan 
f) Melakukan pengembangan sarana prasarana penunjang kegiatan kemasyarakatan 
g) Melakukan pengembangan ekonomi pertanian dan ekonomi produktif menuju 
peningkatan pendapatan masyarakat dan penghasilan desa 



































Indra Wahyudi Yusuf, SE.,M.Adm.SDA  
Kepala Desa 
















B.  Hasil dan Pembahasan 
ADD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 
(APBD) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar 
desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaran pemerintahan 
dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. ADD merupakan 
perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten yang penyalurannya melalui kas 
desa.  
Pengelolaan keuangan ADD harus menyata dalam APBDes karena ADD 
merupakan bagian dari komponen APBDes yang harus mengikuti prinsip-prinsip 
yang harus dikembangkan dalam pengelolaan ADD yaitu: 
a. Aspiratif, dalam pengambilan kebijakan pengelolaan keuangan desa, 
pemerintah desa dan BPD harus mendengar dan memperhatikan suara 
(aspirasi) masyarakat. 
b. Partisipasi, dalam penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan desa yang 
dirumuskan dalam APBDes harus melibatkan partisipasi masyarakat desa 
dalam menyusun kebijakan dan pengawasan APBDes. 
c. Transparansi (keterbukaan) masyarakat harus memperoleh informasi yang 
cukup tentang APBDes, termasuk program pembangunan. 
d. Akuntabilitas yaitu pemerintah desa mengelola keuangan sesuai aturan dan 





1. Transparansi dan Akuntabilitas Sistem Pengelolaan Keuangan ADD  
Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi 
pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah memiliki 
kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang 
banyak, pemerinntah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang 
dikerjakannya. Dengan transparansi, kebohongan sulit untuk disembunyikan. 
Dengan demikian transparansi menjadi instrument penting yang dapat 
menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi khususnya dengan ADD yang 
dikeluarkan oleh pemerintah. 
Adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk 
memperoleh informasi tentang penyelenggaran pemerintah. Dalam mendukung 
terwujudnya good governance masyarakat sebagai salah satu alat untuk mendorong 
berjalannya prinsip-prinsip good governance. Segala sesuatu yang berhubungan 
dengan masyarakat harus dibuat secara terbuka.  
Akuntabilitas sistem pengelolaan ADD dimaksudkan sebagai upaya untuk 
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Sebagaimana 
yang dikemukakan oleh Haryanto (2007), bahwa prinsip atau kaidah-kaidah  good 
governance adalah partisipasi, transparansi dan kebertanggungjawaban dalam 
pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Pengelolaan ADD sebagai bagian dari 
pelaksanaan pembangunan di desa, sudah seharusnya memegang teguh prinsip-
prinsip good governance.  
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Tingkat akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan keuangan ADD 
dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. 
Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang 
perumusan dan pedoman pelaksanaan ADD, menyebutkan bahwa secara umum 
pengelolaan ADD di Kecamatan  Bontomarannu harus berpedoman kepada prinsip-
prinsip sebagai berikut: 
1. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
pengelolaan keuangan desa dalam APBDes 
2. Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan 
dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa  
3. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, 
teknis, dan hukum secara harus dapat dilestarikan dan dikembangkan melalui 
partispasi masyarakat 
4. ADD dilaksanakan dengan prinsip hemat, terarah, dan terkendali 
Dari ketentuan tersebut, khususnya pada butir no 2, sudah sangat jelas 
menyebutkan bahwa pengelolaan ADD harus dilaksanakan secara terbuka melalui 
musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). 
Ketentuan tersebut menunjukkan adanya komitmen dari pengambil keputusan untuk 
memenuhi prinsip good governance dalam pengelolaan ADD. Tingkat partisipasi 
masyarakat berkembang seiring dengan dijalakannya komitmen yang kuat dari 
Pemerintah Gowa. Hal ini sesuai dengan pernyataan sebagai berikut: 
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“Pemerintah Kabupaten sangat berkomitmen dalam mendorong partisipasi 
masyarakat, khususnya mengenai kebijakan perencanaan ADD sepenuhnya 
diserahkan kepada musyawarah masyarakat desa. Pemerintah kabupaten 
hanya memberikan rambu-rambu arah penggunaan dana untuk menghindari 
penyimpanan penggunaan dan melakukan sinkronisasi program pembangunan 
daerah.” (Wawancara Pakcamat, tanggal 13 September 2016). 
 
Hal ini senada dengan pernyataan menurut sekretaris kecamatan sebagai 
berikut: 
“Pemerintah kabupaten saat ini memang memberikan kesempatan kepada 
masyarakat untuk lebih banyak berperan aktif dalam pembangunan, mulai dari 
perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta paska kegiatan. Hal itu 
dilakukan semata-mata hanya untuk melaksanakan konsep dasar tingkat 
partisipasi melalui pemberdayaan masyarakat. Khusus mengenai kebijakan 
perencanaan ADD sepenuhnya diserahkan kepada musyawarah masyarakat 
desa, pemerintah kabupaten hanya memberikan rambu-rambu arah 
penggunaan dana untuk menghindari penyimpanan penggunaan dan 
melakukan sinkronisasi program pembangunan daerah.” (Hasil wawancara 
dengan sekretaris kecamatan, tanggal 13 September 2013). 
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk 
menumbuhkan tingkat partisipasi masyarakat desa dibutuhkan suatu komitmen dari 
pemerintah kabupaten dalam mengatur pengelolaan ADD dan harus dilaksanakan 
secara bahu membahu dalam menyelesaikan permasalahan di desa. Pelaksanaan 
tersebut dalam rangka penerapan prinsip partisipatif pembangunan masyarakat desa 
yang didukung oleh prinsip-prinsip transparan, akuntabel, dan responsive. Dari sisi 
partisipasi sesuai dengan arti partisipasi yaitu keterlibatan setiap warga negara dalam 
pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui institusi yang 
mewakilinya. Dengan demikian akan didukung pula penerapan prinsip transparan, 
akuntabel dan responsive. Oleh karena itu untuk mengetahui secara lebih jelas, 
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prinsip-prinsip tersebut perlu diketahui mulai dari perencanaan, pelaksanaa, 
pertanggungjawban ADD secara lengkap. 
a. Perencanaan ADD 
ADD merupakan salah satu pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi 
dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), oleh karena itu program 
perencanaan dan kegiatannya disusun melalui Musyawarah Perencanaan Desa 
(musrembangdes). Musrembangdes merupakan forum musyawarah yang membahas 
usulan-usulan perencanaan atau program pembangunan desa yang berpedoman pada 
prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD). Prinsip 
tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengembalian keputusan dan 
menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang beralokasi di 
desa yang bersangkutan sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan/aspirasi 
yang berkembang. 
1) Partisipatif  
Proses partisipasi masyarakat dilakukan dalam rangka melaksanakan prinsip 
responsif terhadap kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat akan merasa 
memiliki pembangunan. Dengan demikian secara bertahap akan terwujud suatu 
masyarakat yang tercukupi kebutuhannya selaku subjek pembangunan. Prinsip 
partisipasi adalah mendorong setiap warga menggunakan hak menyampaikan 
pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan 
masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.  
86 
 
Implementasi program ADD di Kecamatan Bontomarannu juga dilaksanakan 
dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan menekankan proses motivasi 
berpartisipsi dalam pembangunan desa. Pelaksanaan prinsip partisipasi tersebut juga 
telah dibuktikan dengan hasil wawancara sebagai berikut: 
“Iya, Alhamdulillah dengan adanya BPD dengan mereka menyalurkan 
aspirasi mereka kepada ke BPD karena dengan adanya ADD ini masyarakat 
sangat senang dan antusias sepanjang dananya tidak lebih dari ADD yang 
ditentukan, dan Alhamdulillah tiap bulan kita mengadakan rapat kordinasi 
setiap tanggal 5 jadi disitu bisa disalurkan aspirasinya.” (Hasil wawancara 
dengan Sekdes Pakatto, tanggal 01 September 2016). 
Sedangkan menurut Kepala Desa Nirannuang juga memberikan pernyataan 
sebagai berikut pernyataannya: 
“Partisipasi masyarakat sangat baik, kita melibatkan semua masyarakat saat 
adanya musrenbang dan sangat antusias hadir dalam memberikan masukan-
masukan. Semuanya mereka dilibatkan karena untuk mengetahui sejauh mana 
pengelolaan keuangan ADD itu sendiri”. (Hasil wawancara dengan Kepala 
Desa Pakdes Nirannuang, tanggal 13 September 2016).  
 
Partisipasi masyarakat tersebut dalam perencanaan ADD masyarakat juga 
memberikan atau mengeluarkan pendapat, gagasan, ide-ide atau peran serta dalam 
pengelolaan ADD dalam pembangunan desa. Pendapat masyarakat sangat 
diperlukan guna mendukung program yang sedang dijalankan dan apa saja yang 
harus dibenai.  
Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Kepala Desa Mata Allo: 
“Partispasi dalam perencanaan ADD saya mengundang masyarakat untuk 
mengusulkan apa yang harus dibenai dari keinginan masyarakat dengan hal 
seperti itu masyarakat sangat aktif dalam partisipasinya dan saya selalu 
mendengar keluhan-keluhan dan kebutuhan-kebutuhannya.” (Hasil 




Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan 
keputusan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan 
potensi yang ada di masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat setiap kegiatan 
pembangunan  desa akan gagal. Partisipasi bertujuan untuk meningkatkan 
kemampuan setiap orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam 
sebuah pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan 
dan kegiatan-kegiatan selanjutnya (Novia, 2015).  










Gambar 4.4 Mekanisme Perencanaan ADD 
 
1. Kepala desa selaku penanggungjawab ADD mengadakan musyawarah desa 
untuk membahas rencana penggunaan ADD 
2. Musyawarah desa dihadiri oleh unsur pemerintah desa, BPD, lembaga 
kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat, serta wajib dihadiri oleh tim 
fasilitasi kecamatan 
Kepala Desa mengadakan 
Musdes untuk membahas 
ADD 
Tim Pelaksana ADD 
menyampaikan rencana 
penggunaan ADD 
Rancangan ADD disepakati 
menjadi salah satu bahan 
penyusunan APBDes 





3. Tim palaksanan desa menyampaikan rancangan penggunaan ADD secara 
keseluruhan kepada peserta pada skala priorotas hasil musrembang tahun 
sebelumnya 
4. Rancangan penggunaan ADD yang disepakati dalam musyawarah desa 
dituangkan dalam rencana penggunaan ADD yang merupakan salah satu 
bahan penyusunan APBDes 
Mekanisme tersebut merupakan upaya bertahap yang memberi kesempatan 
atau ruang aspirasi masyarakat sekaligus sebagai media pembelajaran masyarakat 
terhadap prinsip pengelolaan keuangan ADD.  
Apabila ditinjau dari partispasi dalam pengambilan keputusan perencanaan 
pembangunan dana ADD dapat dikatakan bahwa cukup baik. Hal ini dibuktikan 
dengan tingkat kehadiran dalam musyawarah desa (musrembang). Musrembang  
membuka kesempatan untuk masyarakat dalam memberikan aspirasinya sekaligus 
sebagai media belajar bagi masyarakat terhadap prinsip akuntabilitas pengelolaan 
keuangan ADD. Berikut data tingkat kehadiran masyarakat dalam musyawarah desa 
(musrembang) sebagai berikut: 
Tabel 4.12 
Tingkat Kehadiran Musrembang Desa Pakatto 
NO Unsur yang di Undang Jumlah Undangan Jumlah Hadir 
1 BPD 3 1 
2 Kader 10 9 
3 Limnas 8 8 
4 PKK 15 12 
5 RT 17 17 
6 RW 9 9 
7 LKMD 4 4 
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8 Perusahaan 2 2 
9 Masyarakat 30 27 
10 Staf Kantor 4 4 
Jumlah 102 93 
Sumber: Daftar hadir musrembang Desa Pakatto Tahun  
Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah undangan sebanyak 102 
dan jumlah undangan yang hadir sebanyak 93. Sehingga dari data di atas tingkat 
partisipasi (kehadiran) masyarakat desa Pakatto terhadap pengelolaan pembangunan 
cukup tinggi. 
Tabel 4.13 
Tingkat Kehadiran Musrembang Desa Nirannuang 
NO Unsur yang di Undang Jumlah Undangan Jumlah hadir 
1 BPD 3 3 
2 Kader 10 10 
3 Limnas 5 5 
4 PKK 15 10 
5 RT 10 10 
6 RW 8 7 
7 LKMD 4 4 
8 Perusahaan 1 1 
9 Masyarakat 50 45 
10 Staf Kantor 5 5 
Jumlah 111 100 
Sumber: Daftar hadir musrembang Desa Nirannuang 
Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah undangan sebanyak 111 
dan jumlah undangan yang hadir sebanyak 100. Sehingga dari data di atas tingkat 
partisipasi (kehadiran) masyarakat desa Nirannuang terhadap pengelolaan 






Tingkat Kehadiran Musrembang Desa Mata Allo 
NO Unsur yang di Undang Jumlah Undangan Jumlah hadir 
1 BPD 3 3 
2 Kader 5 5 
3 Limnas 5 5 
4 PKK 15 15 
5 RT 10 10 
6 RW 8 8 
7 LKMD 3 2 
8 Perusahaan - - 
9 Masyarakat 50 48 
10 Staf Kantor 5 5 
Jumlah 104 101 
Sumber: Daftar hadir musrembang Desa mata Allo  
Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah undangan sebanyak 111 
dan jumlah undangan yang hadir sebanyak 100. Sehingga dari data di atas tingkat 
partisipasi (kehadiran) masyarakat desa Nirannuang terhadap pengelolaan 
pembangunan cukup tinggi. 
Dari data di atas tingkat partisipasi (kehadiran) masyarakat dalam 
pengambilan keputusan masih relative tinggi. Meskipun masih ada masyarakat yang 
belum datang atau belum bisa hadir atau tidak memenuhi undangan dalam forum 
musyawarah desa. Namun demikian kehadiran masyarakat tersebut dapat 
mendukung tugas pemerintah dalam mengetahui kebutuhan masyarakatnya, 
menyusun angenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-
program pelayanan sesuai dengan kebutuhan aspirasi mayarakat.  




“Musrembang mencakup keseluruhan anggaran dana yang akan diberikan 
kepada masyarakat baik secara intern desa sendiri, BPD, dan kelompok-
kelompok masyarakat yang digunakan seperti bidang pengembangan wilayah, 
sosial budaya, ekonomi. Kita mengundang dalam bentuk musyawarah desa 
(musrembang) disana semua usulan-usulan ditampung dan usulan yang paling 
mendesak didahulukan.” (Hasil wawancara dengan Pakdes Mata Allo, pada 
tanggal 02 September 2016). 
  
Hasil penelitian menunjukkan tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam 
pelaksanakan musyawarah desa dapat dilihat dari tingkat kehadiran dan jumlah 
usulan oleh masyarakat. Fenomena dilapangan tersebut sesuai dengan teori 
pemberdayaan oleh Suharto dalam Putra, dkk (2005) yang menjelaskan bahwa 
pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari pendefinisian kebutuhan yakni 
kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya. 
Pemberdayaan masyarakat juga dapat dilihat dari pendefinisian ide dan gagasan 
yakni kemampuan mengekspresikan dan menyum-bangkan gagasan dalam suatu 
forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan. 
Perencanaan kegiatan yang bersumber dari ADD harus benar-benar mampu 
menampung aspirasi masyarakat. Semua kegiatan yang didanai ADD adalah 
program yang menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi prioritas untuk 
dilaksanakan guna tercapainya efektivitas penggunaan dana yang telah ditentukan 
oleh pemerintah kabupaten. Sedangkan dari sisi partisipasi gotong royong maupun 
swadaya masyarakat untuk membiayai sebagian kegiatan-kegiatan ADD sangat 
mendukung keberhasilan pelaksanaan ADD. Jumlah swadaya masyarakat sebagai 





Jumlah Swadaya Masyarakat ditiga Desa 
 NO Desa Jumlah ADD Swadaya 
Masyarakat 
%  
1 Pakatto 669.189.541,00 3.000.000,00 0,44 
2 Nirannuang 573.846.459,00 5.000.000,00 0,87 
3 Mata Allo 459.850.299,00 3.000.000,00 0,65 
Jumlah 1.702.886.299,00 11.000.000,00 0,64 
Sumber: Laporan realisasi pelaksanaan APBDes 2015 
Berdasarkan tabel 4.15 Di atas dilihat bahwa jumlah ADD dan swadaya 
masyarakat yang diterima dari ketiga desa tersebut sebesar RP.1.702.866.299 dan 
Rp.11.000.000 dan jumlah yang paling besar dalam swadaya masyarakat adalah desa 
Nirannuang yaitu Rp.5.000.000. 
Di samping itu secara umum mekanisme penentuan arah penggunaan dana 
dalam perencanaan pembangunan desa yang telah direncanakan agar pemanfaatan 
ADD dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan, arah penggunaan ADD 
didasarkan pada skala prioritas yang ditetapkan pada musrembang desa tingkat desa. 
Oleh karena itu tidak boleh dibagi secara merata kepada tiap dusun/rukun 
warga/rukun tetangga, tetapi benar-benar dialokasikan pada kegiatan yang 
merupakan kebutuhan mendesak atau prioritas desa yang bersangkutan.  
Dari hasil musrembang yang dilaksanakan oleh masyarakat desa, maka 
alokasi penggunaan ADD yang telah diusulkan dari masing-masing desa yang 
digunakan untuk kegiatan masyarakat. Secara terperinci dapat dilihat dalam 





Perencanaan Pembangunan Desa  Yang Dananya dari ADD 
Desa Pakatto 


































































PKK 50.000.000 ADD 
11 Pelayanan gizi 
balita 













Peternak 20.000.000 ADD 
Sumber: Desa Pakatto Tahun 2015 
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Berdasarkan pada tabel 4.16 di atas tersebut menunjukkan bahwa dalam hasil 
musyawarah desa di desa Pakatto untuk dalam penggunaan ADD yang diusulkan 
untuk kegiatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa yang 
dananya dari ADD dan kegiatan yang mendesak didahulukan.  
Tabel 4.17 
Perencanaan Pembangunan Desa  Yang Dananya dari ADD 
Desa Nirannuang 


































































PKK 45.000.000 ADD 
11 Pelayanan gizi 
balita 
Gizi balita Balita  15.000.000 ADD 












Peternak 20.000.000 ADD 
Sumber: Desa Nirannuang Tahun 2015 
Berdasarkan pada tabel 4.17 di atas tersebut menunjukkan bahwa dalam hasil 
musyawarah desa di desa Nirannuang untuk dalam penggunaan ADD yang 
diusulkan untuk kegiatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa 
yang dananya dari ADD dan kegiatan yang mendesak didahulukan.  
Tabel 4.18 
Perencanaan Pembangunan Yang Dananya dari ADD 
Desa Mata Allo 


















Masyarakat desa 6.500.000 ADD 

































Masyarakat desa 5.000.000 ADD 
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10 Penerangan jalan Pemasangan 
lampu jalan 












generasi muda  





























PKK 45.000.000 ADD 
17 Pelayanan gizi 
balita 

















Peternak  20.000.000 ADD 





Peternak  4.000.000 ADD 
Sumber: Desa Mata Allo Tahun 2015 
Berdasarkan pada tabel 4.18 di atas tersebut menunjukkan bahwa dalam hasil 
musyawarah desa di desa Mata Allo untuk dalam penggunaan ADD yang diusulkan 
untuk kegiatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa yang 
dananya dari ADD dan kegiatan yang mendesak didahulukan.  
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Pada tabel di atas hasil perencanaan tersebut akan menjadi pedoman 
penyelenggaran pemerintahan desa dan pembangunan desa dalam kurun waktu satu 
tahun, disamping kegiatan-kegiatan lain yang sumber dananya di luar ADD. Dengan 
demikian perencanaan yang disepakati juga harus transparan, dapat diketahui oleh 
seluruh lapisan masyarakat yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan.  
Perencanaan kegiatan yang bersumber dari ADD harus benar-benar mampu 
menampung aspirasi masyarakat. Semua kegiatan yang didanai ADD adalah 
program yang menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi prioritas untuk 
dilaksanakann guna tercapainya efektivitas penggunaan dana yang telah ditentukan 
oleh pemerintah. 
2) Transparansi 
Ditinjau dari sisi transparansi perencanaan, seluruh pemerintah desa di 
Kecamatan Bontomarannu diwajibkan untuk memberikan informasi kepada 
masyarakatnya tentang kegiatan apa yang akan dilaksanakan yang sumber dana dari 
ADD. Hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan ADD ditiap desa telah 
melaksanakan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dengan baik, 
sehingga dapat melaksanakan atau mewujudkan tata pemerintahan yang baik atau 
good governance.  
Namun hal ini merupakan pembelajaran bersama untuk melaksanakan tata 
pemerintahan yang baik. Prinsip tranparansi dijunjung tinggi oleh pelaksana 
program ADD di Kecamatan Bontomarannu sehingga diharapkan memperoleh imbal 
balik/tanggapan dari masyarakat di dalam memperbaiki kinerja pembangunan. Hal 
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ini sesuai dengan konsep transparansi (Tjokroamidjojo, 2000:76) yaitu dapat 
diketahui oleh banyak pihak (yang berkepentingan) mengenai perumusan kebijakan 
(politik) dari pemerintah, organisasi, badan usaha.  
Di samping itu pemberian informasi dilaksanakan secara terbuka terhadap 
kritik yang dilihat sebagai partisipasi untuk melakukan perbaikan, mulai dari 
perencanaan sampai dengan paska kegiatan pembangunan. Hal tersebut dibuktikan 
dari hasil wawancara dengan informan yang mengatakan: 
“Untuk prinsip transparasi itu disetiap rapat kordinasi itu kita selalu 
menjelaskan ke pada masyarakat ini-ini yang kita kerjakan kemudian kita ada 
namanya papan informasi dan papan pengumuman kita pasang disana ini 
sumber dananya ini  untuk pengelolaannya, ini pembiayaan untuk ini terus 
untuk partisipasinya setiap kegiatan kita selalu undang masyarakat dan 
Alhamdulillah tidak pernah kurang dari 50 lebih orang yang hadir.” (Hasil 
wawancara dengan Sekdes Pakkatto, pada tanggal 01 September 2016)  
 
Prinsip transparansi dengan adanya papan informasi dan papan pengumuman 
di pasang disetiap desa agar masyarakat bisa mengetahuinya dari semua dana-dana 
yang dikeluarkan. Prinsip transparansi merupakan keterbukaan yang memungkinkan 
masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya, 
dengan adanya tranparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk 
memperoleh informasi.  
Sedangkan menurut Kepala Desa Mata Allo juga memberikan pernyataan 
yang mendukung Sekretaris desa Pakatto sebagai berikut: 
“Kami memasang papan informasi yang memuat seluruh rencana penggunaan 
ADD dan dana-dana lain yang dikelola oleh pemerintah desa. Jadi nanti dalam 
pertanggungjawaban kami juga tidak begitu repot.” (Hasil wawancara dengan 




Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh seorang informan sebagai 
berikut: 
“Yang pertama itu kita membuat musyawarah desa dimana yang hadir itu ada 
BPD, LPM, Pemerintah desa, kepala dusun terutama juga masyarakat desa 
dimana semua program yang menyangkut disampaikan secara transparan 
mulai dari perencanaan, pengelolaannya dan pertanggungjawabannya menjadi 
keharusan untuk selalu terbuka.” (Hasil wawancara dengan Pakdes 
Nirannuang, pada tanggal 13 September 2016). 
 
Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa dapat disimpulkan semua 
informasi tersebut menunjukkan adanya penerapan transparansi di dalam 
perencanaan ADD yang dapat diketahui oleh seluruh masyarakat desa. Sesuai 
dengan konsep transparansi yaitu memberikan informasi yang terbuka, jujur, dan 
tidak diskriminatif kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat 
memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh (Wida, 2016).  
b. Pelaksanaan ADD 
Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD 
sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa (TPD). Guna mendukung 
keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka 
disetiap kegiatan fisik wajib dilengkapi dengan papan informasi tersebut sekurang-
kurangnya memuat nama kegiatan, besaran anggaran dari ADD maupun swadaya 
masyarakat.  
1) Transparansi 
Informasi tentang seluruh program ADD wajib disajikan di kantor desa 
dengan adanya papan informasi kegiatan yang dapat diakses oleh masyarakat desa. 
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Papan informasi tersebut sekurang-kurangnya memuat nama kegiatan, volume 
kegiatan, besaran anggaran di ADD maupun swadaya masyarakat. Selain papan 
nama kegiatan, informasi tentang seluruh program ADD wajib disajikan di kantor 
desa yang dapat diakses oleh masyarakat. Kedua hal tersebut dilakukan dalam 
rangka melaksanakan prinsip transparansi pembangunan desa, sehingga masyarakat 
secara bebas dapat mengetahui tentang program ADD. Keterbukaan informasi ini 
merupakan usaha pemerintah desa untuk melaksanakan prinsip transparansi dan 
pengelolaan keuangan ADD. Hal ini pernyataan yang diberikan seorang informan 
sebagai berikut: 
“Untuk prinsip transparansi setelah kita melakukan sosialisasi penyampaian 
kepada masyarakat setiap pekerjaan yang dilakukan di desa itu kita memasang 
papan seperti pratasti bahwa pekerjaan ini hasil dari ADD jadi masyarakat 
yang melalui tempat itu mereka bisa tahu bahwa ini lah hasil dari ADD terus 
non fisiknya kita sampaikan bahwa kegiatan dibuat disampaikan bahwa dana 
ini berasal dari ADD untuk bidang kemasyarakatan.” (Hasil wawancara 
dengan Pakdes Mata Allo, pada tanggal 02 September 2016) 
 
Hal ini diprkuat dengan yang disampaikan oleh seorang informan sebagai 
berikut: 
“Kita ada papan pengumuman, seperti pelaksanaan atau program-program. 
Setiap akhir tahun dicabut karena akan melangkah ketahun berikutnya.” 
(Hasil wawancara dengan Pakdes Nirannuang, pada tanggal 13 September 
2016) 
 
Pendapat tersebut juga disambut positif oleh kalangan masyarakat desa yang 
dibuktikan dengan hasil wawancara sebagai berikut: 
“Pemerintah sekarang betul-betul sangat terbuka pada masyarakat, masyarakat 
tidak dibohongi masalah penggunaan dana pemerintah. Saya benar-benar bisa 
mengetahui informasi penggunaan dana khususnya pada ADD ini sehingga 
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masyarakat dapat memberikan masukan dalam pembangunan desa.” (Hasil 
wawancara dengan masyarakat desa, pada tanggal 12 September 2016) 
 
Pendapat tersebut dapat dikaji bahwa prinsip partisipatif pembangunan 
masyarakat desa benar-benar ditumbuh kembangkan yang juga diikuti mulai dari 
perencanaan penggunaan dana. demikian pula dalam hal pelaksanaan ADD juga 
menjujung tinggi prinsip partisipasi dalam pengambilan keputusan dan transparansi, 
sebagai disampaikan informan sebagai berikut: 
“Pelaksanaan ADD di desa kami sangat terbuka, setiap ada kegiatan 
masyarakat melalui tokoh-tokoh termasuk saya diajak oleh pak kades untuk 
sekedar evaluasi dari pelaksanaan kegiatan termasuk pengelolaan dana yang 
diterima dari pemerintah. Selain itu pak kades selalu mengajak untuk benar-
benar apa adanya karena hal tersebut ternyata dapat mendorong masyarakat 
untuk berswadaya.” (Hasil wawancara dengan masyarakat desa, pada tanggal 
12 September 2016) 
 
Hasil wawancara tersebut sesuai dengan konsep transparansi (Tjokroamidjojo, 
2000:76) yaitu dapat diketahui oleh banyak pihak (yang berkepentingan) mengenai 
perumusan kebijakan dari pemerintah. Dan pelaksanaan ADD senantiasa dilaporkan 
perkembangan pelaksanaan kegiatan oleh pengelola ADD di tingkat desa, terutama 
tentang kegiatan fisik dan penyerapan dana. Dengan demikian dapat diketahui 
bahwa tanggungjawab pengelola ADD ditingkat desa sudah memenuhi ketentuan 
pembuatan laporan kegiatan ADD yang bertahap dan laporan akhir kegiatan. Sesuai 
dengan konsep transparansi yaitu dapat diketahui oleh banyak pihak terutama 
masyarakat itu sendiri.  
Tetapi diluar dugaan pengelolaan ADD ditahap pelaksanaan terjadi 
penyimpangan-penyimpangan di lapangan, dimana dana ADD yang diselewengkan 
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atau disalah gunakan. Diduga dana ADD ini diselewengkan yang tidak sesuai 
penggunaan dan perencanaan diantaranya, pembelian ATK Alat Tulis 
Kantor/peralatan kantor diduga fiktif. Biaya perjalanan dinas kepala desa di mark up, 
penyimpangan pembelanjaan kegiatan perbaikan drainase saluran air tidak 
teralisasikan, dana bulan bakti gotong-royong yang juga diduga di mark up senilai 
dan penyimpangan program administrasi penduduk profil desa. 
Dari kasus penyimpangan ADD tersebut untuk itulah diperlukan mekanisme 
kontrol masyarakat untuk mengawasi penggunaan ADD ini, agar dana tersebut 
sesuai dengan peruntukannya meningkatkan pembangunan di desa. Dengan adanya 
transparansi dalam pelaksanaan ADD harus benar-benar dijalankan, setiap orang 
berhak untuk meminta atau mengetahui informasi terkait penggunaan anggaran 
ADD ini. Dengan demikian penggunaan ADD bisa diawasi oleh masyarakat agar 
ADD tersebut benar-benar digunakan untuk pembangunan desa.  
2) Akuntabilitas 
Dari sisi prinsip akuntabilitas pelaksanaan ADD ditempuh melalui sistem 
pelaporan yaitu pelaporan bulanan dan laporan masing-masing tahapan kegiatan. Hal 
tersebut dibuktikan dari hasil wawancara dengan informan yang mengatakan bahwa: 
“Semua data-data pemasukan dibuat oleh bendahara dan hasil perhitungan 
pencatatan bendahara dilaporkan ke kabupaten untuk realisasinya dan untuk 
kebutuhan kedepan kita juga bicarakan kepada masyarakat lewat 
musyawarah-musyawarah.” (Hasil wawancara dengan Pakdes Mata Allo, 
pada tanggal 02 September 2016) 
 




“Semua program dari anggaran ADD dengan catatan dilampiri dengan 
penunjang, tentunya ada nota, kuitansi dan jika ada proposal menggunakan 
proposal dan ada juga pelaporan akhir.” (Hasil wawancara dengan Pakdes 
Nirannuang, pada tanggal 13 September 2016) 
 
Berdasarkan hasil wawancara di atas tersebut menunjukkan bahwa 
pertanggungjawaban pelaksanaan program ADD kepada pemerintah tingkat atasnya 
dilakukan melalui sistem pelaporan yang dilakukan secara periodik. Laporan 
pelaksanaan ADD terdiri dari laporan pendahuluan, laporan masing-masing tahap 
kegiatan, laporan bulanan, dan laporan akhir kegiatan yang disusun secara 
komprehensip. Laporan realisasi pelaksanaan ADD tercantum dalam laporan 








Uraian Anggaran Ket 
1 2 3   Alokasi Dana Desa 669.189.541,78  
2 1    Bidang Penyelenggaran 
Pemerintahan Desa 
  
2 1 1 1  Belanja Pegawai 169.206.000,00 ADD 
2 1 1 2  Operasional Perkantoran 38.364.000,00 ADD 
2 1 1 4  Operasional RT/RW 26.100.000,00 ADD 
2 1 1 5  Fasilitas Penyusunan RPJMDes 15.200.000,00 ADD 
2 1 1 6  Penyusunan Profil Desa 10.168.700,00 ADD 
2 2    Bidang Pelaksanaan 
Pembangunan Desa 
  
2 2 1 1  Penyirtuan Jalan 
Pannambungang 
31.420.000,00 ADD 
2 2 1 2  Penyirtuan Jalan Pakatto Caddi 86.790.000,00 ADD 
2 2 1 3  Pembangunan Sanitasi Air 




2 2 1 4  Rehab Kantor dan Aula 17.281.600,00 ADD 
2 2 7 2  Kegiatan Pembangunan Plat 
Duekker 
33.982.700,00 ADD 
2 3    Bidang Pembinaan 
Masyarakat 
  
2 3 1 1  Penunjang Kegitan PKK 11.372.600,00 ADD 
2 3 1 2  Pembinaan Kegiatan Posyandu 10.973.900,00 ADD 
2 3 1 3  Penunjang Kegiatan Pemudaan 8.695.700,00 ADD 
2 3 1 4  Operasional BKD 9.000.000,00 ADD 
2 3 1 5  Pembinaan Keamanan 4.320.000,00 ADD 
2 3 1 6  Pembinaan Lembaga Adat 11.000.000,00 ADD 
2 3 1 7  Pembinaan Hari-hari Besar 
Islam 
4.800.000,00 ADD 
2 3 1 8  Tim Pelaksana Kegiatan 
APBDes 
19.350.000,00 ADD 
2 4    Bidang Pemberdayaan 
Masyarakat 
  
2 4 1 1  Keuangan Desa 10.800.000,00 ADD 
2 4 1 2  Pelatihan Bendahara Desa 10.000.000,00 ADD 
2 4 1 3  Pelatihan KPMD 3.000.000,00 ADD 
2 4 1 4  Pelatihan Menjahit 7.500.000,00 ADD 
2 4 1 5  Pelatihan BPD 9.000.000,00 ADD 
Sumber: Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Desa Pakatto 2015 
Berdasarkan pada tabel 4.19 di atas  laporan realisasi pelaksanaan APBDes 
2015 Desa Pakatto, kita dapat melihat bahwa penggunaan ADD digunakan sesuai 
dengan kegiatan dan anggaran yang dikeluarkan.  
Tabel 4.20 




Uraian Anggaran Ket 
1 2 3   Alokasi Dana Desa 573.846.459,45  
2 1    Bidang Penyelenggaran 
Pemerintahan Desa 
  
2 1 1 1  Belanja Pegawai 118.110.000,00 ADD 
2 1 1 2  Operasional Perkantoran 98.321.900,00 ADD 
2 1 1 3  Operasional BPD 1.539.600,00 ADD 
2 1 1 4  Intensif RT/RW 9.000.000,00 ADD 
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2 1 1 5  Profil Desa 9.521.700,00 ADD 
2 2    Bidang Pelaksanaan 
Pembangunan Desa 
  
2 2 1 1  Pembuatan Batas Dusun 
Permanen 
6.000.000,00 ADD 
2 2 1 2  Pembuatan MCK Desa 129.280.000,00 ADD 
2 2 1 3  Pembangunan Talud Dusun 
Moncong Tanah 
34.173.200,00 ADD 
2 7 1   Rehab Kantor dan Aula 58.460.000,00 ADD 
2 7 2   Pembangunan Pagar Kantor 15.000.000,00 ADD 
2 7 3   Pembangunan Drainase Dusun 
Moncong Tanah 
152.000.000,00 ADD 
2 7 4   Perbaikan Jembatan Homebase 
Armed 
70.000.000,00 ADD 
2 7 5   Penyirtuan Jalan Dusun Tekko 
Tanru 
51.351.400,00 ADD 
3 1    Bidang Pembinaan 
Masyarakat 
  
3 1 1   Penunjnag Kegitan PKK 15.000.000,00 ADD 
3 1 2   Pembinaan Kegiatan Posyandu 6.720.000,00 ADD 
3 1 3   Operasional BKD 9.000.000,00 ADD 
3 1 4   Honor Pengelola Kegiatan 
APBDes 
16.200.000,00 ADD 
3 1 5   Pembinaan Keamanan 4.320.000,00 ADD 
3 1 6   Pembinaan Lembaga Adat 7.000.000,00 ADD 
3 1 7   Pembinaan Keagaman 8.000.000,00 ADD 
3 1 8   Pembinaan Kegiatan LKMD 4.000.000,00 ADD 
3 1 9   Pembinaan Kegiatan Karang 
Taruna 
2.000.000,00 ADD 
2 4    Bidang Pemberdayaan 
Masyarakat 
  
2 4 1 1  Keuangan Desa 10.800.000,00 ADD 
2 4 1 4  Fasilitas Penyusunan RPJMDes 15.200.000,00 ADD 
Sumber: Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Desa Nirannuang 2015 
Berdasarkan pada tabel 4.20 di atas  laporan realisasi pelaksanaan APBDes 
2015 Desa Nirannuang, kita dapat melihat bahwa penggunaan ADD digunakan 





Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes 2015 
Desa Mata Allo 
Kode 
Rekening 
Uraian Anggaran Ket 
1 2 3   Alokasi Dana Desa 459.850.299,98  
2 1    Bidang Penyelenggaran 
Pemerintahan Desa 
  
2 1 1 1  Belanja Pegawai 118.710.000,00 ADD 
2 1 1 2  Operasional Perkantoran 64.333.400,00 ADD 
2 1 1 3  Operasional BPD 4.781.300,00 ADD 
2 1 1 5  Penyusunan Profil Desa 7.700.000,00 ADD 
2 2    Bidang Pelaksanaan 
Pembangunan Desa 
  
2 2 1   Pembangunan, Pemanfaatan, 
dan Pemeliharaan Infrstruktur 
Lingukungan Desa 
52.268.300,00 ADD 
2 2 7 1  Pekerjaan Paving blok dan 
penataan Halaman Kantor Desa 
38.869.810,00 ADD 
2 3    Bidang Pembinaan 
Masyarakat 
  
2 3 1 1  Pembinaan PKK 41.800.000,00 ADD 
2 3 1 2  Pembinaan Kegiatan Posyandu 20.200.000,00 ADD 
2 3 1 3  Tim Pelaksana APBDes 19.350.000,00 ADD 
2 3 1 4  Intensif BKD 9.000.000,00 ADD 
2 3 1 5  Pembinaan LKMD 6.000.000,00 ADD 
2 3 1 6  Intensif Keamanan Desa 2.400.000,00 ADD 
2 3 1 7  Kegiatan Pemuda, Olahraga dan 
Seni 
8.450.000,00 ADD 
2 4    Bidang Pemberdayaan 
Masyarakat 
  
2 4 1 1  Keuangan Desa 10.800.000,00 ADD 
2 4 1 2  Pelatihan Bendahara Desa 10.000.000,00 ADD 
2 4 1 4  Kegiatan Peningkatan Kapasitas 
Aparat Desa  
9.000.000,00 ADD 
2 4 1 5  Penyusunan RPJMDes  15.200.000,00 ADD 
Sumber: Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Desa Mata Allo 2015 
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Berdasarkan pada tabel 4.21 di atas  laporan realisasi pelaksanaan APBDes 
2015 Desa Mata Allo, kita dapat melihat bahwa penggunaan ADD digunakan sesuai 
dengan kegiatan dan anggaran yang dikeluarkan.  
Pada hasil laporan realisasi pelaksanaan APBDes tersebut akan menjadi 
pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa dalam kurun 
waktu satu tahun, di samping kegiatan-kegiatan lain yang sumber dananya di luar 
ADD. Penyelenggaran pemerintah desa berperan sebagai pelaksana dan penanggung 
jawab utama dalam keseluruhan proses pembangunan desa (Bastian, 2015:108). 
Sedangkan pembangunan wilayah pedesaan menjadi suatu alternatif untuk 
mengurangi disparitas antara wilayah dan sekaligus mendorong pertumbuhan 
perekonomian agregat nasional agar menjadi lebih efisien, berkeadilan dan 
berkelanjutan (Privitasari dan Elly, 2011:239). 
Pertanggungjawaban pelaksanaan program ADD kepada pemerintah tingkat 
atasnya dilakukan melalui sistem pelaporan yang dilakukan secara periodik. Laporan 
pelaksanaan ADD terdiri dari laporan pendahuluan, laporan akhir kegiatan yang 
disusun secara komprehensip.  
Apabila dilakukan dengan verifikasi dengan teori akuntabilitas adalah 
tanggungjawab dari pengurusan/penyelenggaran yang dilakukan, maka pelaksanaan 
ADD di Kecamatan Bontomarannu sudah mengarah pada implementasi prinsip 
tersebut. Dengan demikian dapat diketahui bahwa tanggungjawab pengelola ADD di 
tingkat desa sudah memenuhi ketentuan pembuatan laporan kegiatan ADD yang 
bertahap dan laporan akhir kegiatan.    
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c. Pertanggungjawaban ADD 
Pertanggungjawaban ADD di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa 
terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes. Hal ini sesuai dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa. Peraturan 
tersebut dimasudkan untuk memberikan landasan hukum bidang keuangan desa, 
sumber keuangan desa, dan anggaran pendapatan dan belanja desa. 
1) Akuntabilitas 
Akuntabilitas merupakan keinginan nyata pemerintah untuk melaksanakan 
good governance dalam penyelenggaran kehidupan bernegara. Suatu pemerintahan 
yang baik salah satu hal yang disyaratkan adalah adanya terselenggara good 
governance. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan 
pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan 
seseorang suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan 
untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Hal ini sesuai dengan teori 
aksi karya Weber yang menyatakan bahwa individu atau seseorang dalam 
melakukan suatu tindakan berdasarkan kemampuan individu dalam rangka mencapai 
tujuan yang hendak dicapai.   
Kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan 
menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau pemimpin suatu unit organisasi 
kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta 
pertanggungjawaban berupa laporan dengan prinsip bahwa setiap kegiatan 
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pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyrakat 
desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
Pertanggungjawaban ADD di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa 
terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes. Hal ini sesuai dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2014 tentang APBD Kabupaten Gowa. 
Peraturan desa tersebut dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bidang 
keuangan desa, sumber keuangan desa, pengelolaan keuangan desa, dan penguatan 
keuangan desa.   
Penguatan keuangan desa dilakukan untuk menguatkan pilar transparansi dan 
akuntabilitas. Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara efisien dan efektif, 
transparan dan akuntabel. ADD yang merupakan salah satu sumber utama 
pendapatan desa juga harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada 
masyarakat maupun kepada pemerintah kabupaten sebagai institusi pemberi 
kewenangan. Selain itu pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan secara 
periodik setiap tiga setahun sekali melalui forum evaluasi pelaksanaan ADD yang 
dipimpin oleh Kepala Desa. Berikut hasil wawancara dengan salah satu Kepala 
Desa: 
“Setiap tiga bulan sekali selalu diadakan evaluasi pelaksanaan ADD yang 
mengundang tokoh masyarakat, LPM, BPD. Evaluasi dilakukan untuk 
mewujudkan transparansi dalam ADD dan diharapkan adanya masukan-
masukan demi berjalannya ADD.” (Hasil wawancara dengan Pakdes Mata 
Allo, pada tanggal 02 September 2016) 
 
Sedangkan menurut Kepala Desa Nirannuang juga memberikan pernyataan 
yang mendukung Kepala Desa Mata Allo sebagai berikut: 
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“Untuk keterbukaan pengelolaan ADD kami mengundang BPD, LMP, dan 
tokoh-tokoh masyarakat setiap 3 bulan se kali setahun untuk melakukan 
evaluasi pelaksanaan ADD yang sudah saya laksanakan.” (Hasil wawancara 
dengan Pakdes Nirannuang, pada tanggal 13 September 2016) 
 
Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pertanggungjawaban kepada 
masyarakat dilakukan dalam tiga bulan sekali sehingga masyarakat dapat 
mengetahui penyampaian pertanggungjawaban laporan. Penyampaian laporan 
dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa dan 
diketahui Kepala Desa. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh para informan: 
“Iya, karena semua pelaporan itu kita harus mengikuti semua jalur struktural 
atau mekanisme yang ditentukan oleh pemerintah daerah.” (Hasil wawancara 
dengan Pakdes Mata Allo, pada tanggal 02 September 2016) 
 
Hal ini diperkuat dengan pernyataan informan:  
“Iya, karena tidak ada komplen dari masyarakat tidak ada juga komplen dari 
atas tidak mungkin jadi artinya telah sesuai apa yang ditentukan oleh 
kabupaten.” (Hasil wawancara dengan Sekdes Pakatto, pada tanggal 01 
September 2016) 
 
Menurut dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 37 tahun 2007 tentang 
pedoman pengelolaan keuangan desa, bahwa pertanggungjawaban disampaikan 
dalam bentuk pelaporan hasil pelaksanaan pengelolaan ADD. Pelaporan dilakukan 
setiap bulan (laporan berkala) dan setiap akhir tahun (SPJ) dan dilaksanakan secara 
struktural dari kepala desa kepada camat, kemudian oleh camat diteruskan kepada 
bupati. Namun dalam pelaksanaannya, pertanggungjawaban ADD pada ditiga desa 
(Pakato, Nirannuang, dan Mata Allo) hanya dilakukan hanya tiga bulan sekali yakni 
pada saat untuk pencairan ADD tahap selanjutnya dan tahun selanjutnya bahkan 
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pada awal di implementasikan program ADD pertanggungjawaban hanya dilakukan 
pada akhir tahun. 
Berdasarkan pengamatan bahwa belum terjadi pertanggungjawaban secara 
langsung kepada masyarakat. Hal tersebut terjadi karena belum ada transparansi atau 
keterbukaan oleh pemerintah desa sebagai pengelola ADD kepada masyarakat dalam 
bentuk informasi penggunaan dana ADD. Hal tersebut bertentangan dengan 
ketentuan dalam peraturan daerah kabupaten Gowa nomor 10 tahun 2014 tentang 
alokasi dana desa, bahwa kegiatan yang bersumber dari ADD harus 
dipertanggungjawabkan secara langsung kepada masyarakat dan BPD serta 
pelaksanaan ADD harus dilakukan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel. 
Sedangkan untuk pengelolaan administrasi keuangan yang dilaksanakan tiap 
desa dapat dikatakan sudah sesuai dengan prinsip akuntabilitas sebagai hasil 
wawancara dengan informan sebagai berikut: 
“Melalui kas pembantu umum, dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung 
yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang penerima jika berbentuk 
bantuan social, juga dimintakan surat kepenerimaan dan nota-nota yang sah.” 
(Hasil wawancara dengan Pakdes Nirannuang, pada tanggal 13 September 
2016) 
 
Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh seorang informan sebagai 
berikut: 
“Bukti pengeluaran uang harus disertakan disetiap laporan 
pertanggungjawaban. Tidak hanya itu tetapi juga harus dilengkapi dengan 
bukti-bukti pendukung lainnya.” (Hasil wawancara dengan Pakdes Mata Allo, 




Adapun pertanggungjawaban ADD dari sisi fisik desa dilapangan yang 
menunjukkan bahwa semua uang yang telah dikeluarkan sudah 
dipertanggungjawabkan secara fisik dan juga secara administrasi keuangan. Adapun 
pertanggungjawaban ADD dari sisi fisik desa dapat dikatakan dengan baik dan 
sudah selesai 100%. Hasil-hasil pembangunan yang bersumber dari dana ADD 
setiap desa dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
Tabel 4.22 
Hasil Sarana Prasarana yang Dibangun dengan ADD Tahun 2015 
NO Desa Sarana Yang Dibangun Hasil 
1 Desa Pakatto Pembuatan gorong-gorong 
Pembangunan jalan paving 
Pembangunan jalan samping kantor 
desa 
Pemasangan lampu jalan 







2 Desa Nirannuang Pembuatan gorong-gorong 
Pembangunan jalan paving 
Pembangunan jembatan 
Pemasangan lampu jalan 






3 Desa Mata Allo Pembangunan gorong-gorong 
Pembangunan jalan paving 
Pembangunan pintu gerbang 
Renovasi kantor desa 
Pembangunan jembatan 
Pembangunan lapangan volley 









Sumber:  Kantor Desa Pakatto, Nirannuang, Mata Allo 
Data tersebut menunjukkan bahwa hasil yang dicapai setiap desa rata-rata 
baik secara fisik dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan pelaksanaan prinsip 
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akuntabilitas juga didukung dengan laporan pertanggungjawaban ADD yang diambil 
dari pertanggungjawaban APBDes masing-masing setiap desa sebagai berikut: 
Tabel 4.23 
Data SPJ Desa Pakatto, Nirannuang dan Mata Allo 




1 Pakatto 669.189.541.78 100% Lengkap 
2 Nirannuang 573.846.459.45 100% Lengkap 
3 Mata Allo 459.850.299.98 100% Lengkap 
Sumber: Data Realisasi Anggaran Tahun 2015 
Berdasarkan dari tabel di atas data tersebut menunjukkan bahwa 
pertanggungjawaban APBDes ditiap desa sudah lengkap baik dari segi fisik maupun 
secara administrasi. Dalam hal ini pemerintah desa juga harus merespon kritik dan 
saran masyarakat dalam forum musyawarah desa yang diharapkan program ADD ini 
kedepannya bisa lebih baik lagi.  
Dalam mendukung pencapaian good governance masyarakat sebagai salah 
satu alat untuk mendorong berjalannya prinsip-prinsip good governance. Segala 
sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat harus dibuat secara terbuka. Good 
governance juga sebagai sebuah tanggungjawab pemerintah atas amanah yang 
diberikan masyarakat akan sebuah tata kelola pemerintah jujur, bersih, transparan, 
dan akuntabel.  
Teori kepatuhan (Compliance Theory) sebagaimana menjelaskan mengenai 
perilaku kepatuhan di dalam proses sosialiasi. Pada pemerintah desa yang dimana 
pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya dengan amanah dan memiliki rasa 
tanggungjawab mengenai desa sampai ke pengelolaan keuangan khususnya ADD 
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harus merujuk pada regulasi yang ada dengan tertibnya atau patuhnya pemerintah 
desa pada peraturan yang ada sehingga kemungkinan pemerintah desa akan dapat 
mewujudkan pencapaian good governance. 
d. Pengawasan Pengelolaan Keuangan ADD 
Pengawasan pengelolaan keuangan ADD ditiga desa (Pakatto, Nirannuang, 
dan Mata Allo) dilakukan oleh BPD. BPD adalah lembaga yang merupakan 
perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan desa. Dwipayana dan Sutoro Eko (2003:25) 
mengemukakan BPD merupakan aktor masyarakat politik yang paling nyata dan 
dekat di tingkat Desa, yang memainkan peran sebagai jembatan antara elemen 
masyarakat dan pemerintah desa. BPD sebagai badan perakilan merupakan wahana 
untuk melaksanakan demokrasi pancasila. Kedudukan BPD dalam struktur 
pemerintahan desa adalah sejajar dan menjadi mitra dari pemerintah desa. Hal ini 
ditegaskan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah 
bahwa pemerintahan desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh 
pemerintah desa dan BPD. 
BPD berfungsi untuk menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, dan 
menampun, menyalurkan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap 
pengelolaan keuangan ADD itu sendiri. Seperti pernyataan yang dikatakan informan 
sebagai berikut: 
“BPD telah menjalankan tugas dan fungsinya untuk melakukan pengawasan 
terhadap pengelolaan ADD di desa Pakatto ini dilakukan baik secara langsung 
turun kelapangan maupun tidak langsung dengan meminta laporan-laporan 
115 
 
kepada pemerintah desa tentang kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat 
serta pertanggungjawaban ADD.” (Hasil wawancara dengan Sekdes Pakatto, 
pada tanggal 01 September 2016) 
 
BPD tersebut sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsinya yaitu 
mengawas dalam pengelolaan keuangan ADD, dimana BPD langsung turun tangan 
ke desa untuk memantau kegiatan-kegiatan yang dana kegiatan dari ADD itu sendiri. 
Hal tersebut diperkuat dengan pendapat informan lainnya:  
”Fungsi BPD sebagai pengawas untuk pengelolaan ADD di pedesaan Mata 
Allo ini sudah cukup maksimal, dari BPD sudah berperan cukup baik dalam 
mengawasi penggunaan ADD. Hal ini dapat terlihat mulai berkembangnya 
desa dengan dibangunnya berbagai infrastruktur di desa, dan sering diadakan 
berbagai kegiatan-kegiatan di desa.” (Hasil wawancara dengan Pakdes Mata 
Allo, pada tanggal 02 September 2016) 
 
“Sampai saat ini BPD sebagai pengawas untuk pengelolaan ADD sudah 
berjalan dengan cukup baik dalam menjalankan tugasnya. Pengawasan 
dilakukan setiap hari senin dan kamis turun ke desa-desa mengkordinasi yang 
terkait ADD.” (Hasil wawancara dengan Pakdes Nirannuang, pada tanggal 13 
September 2016) 
 
Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa dapat diambil kesimpulan bahwa 
pengawasan pengelolaan keuangan ADD yang dilakukan oleh BPD sebagai 
pengawas berfungsi untuk menetapkan peraturan desa bersama kepala desa sudah 
menjalankan tugasnya dengan baik. Pengawasan BPD terhadap pengelolaan 
keuangan ADD telah dilaksanakan dengan semaksimal mungkin sesuai dengan tugas 
pokok dan fungsi dari BPD yang ditandai dengan pembangunan infrastuktur desa 
yang bersumber dari ADD.  
Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu alasan 
terpenting mengapa oleh BPD perlu dibentuk. Pengawasan oleh oleh BPD terhadap 
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pelaksanaan pemerintahan desa merupakan tugas oleh BPD. Upaya pengawasan 
ADD dimaksudkan untuk mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan dan 
keuangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. 
BPD sebagai lembaga desa yang mewakili unsur masyarakat desa 
berkewajiban melakukan control terhadap pelayanan yang diberikan aparat desa 
kepada masyarakat apakah sudah sesuai prosedur dan sudah benar. BPD sebagai 
lembaga pengawasan pemerintahan desa harus mencermati setiap aliran-aliran dana 
yang ditetapkan dan disalurkan kemasing-masing pos pekerjaan yang telah 
ditetapkan untuk dikerjakan tepat guna dan tepat pengalokasiannya sebagai bentuk 







Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa 
(ADD) dari tiga desa di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa, dapat diambil 
beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. Tahap perencanaan ADD di 3 (desa) desa telah menerapkan prinsip partisipasi 
dan transparansi. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran masyarakat yang sangat 
antusias dalam forum musyawarah desa (musrenbangdes). Selain itu dalam 
musyawarah desa, pemerintah desa terbuka untuk menerima segala usulan 
masyarakat yang hadir untuk berjalannya pembangunan di desa terkait dan 
sudah dapat dikatakan untuk mencapai pemerintahan yang baik atau good 
governance. 
2. Tahap pelaksanaan program ADD di 3 (tiga) desa Kecamatan Bontomarannu 
telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Prinsip transparansi 
trepenuhi dengan adanya informasi (papan informasi) yang jelas mengenai 
jadwal pelaksanaan fisik yang di danai oleh ADD. Untuk prinsip akuntabilitas 
sudah terlaksana sepenuhnya karena pertanggungjawaban secara fisik dan 
administrasinya sudah selesai dan lengkap dan sudah sesuai dengan prinsip-
prinsip good governane. 
3. Tahap pertanggungjawaban ADD di 3 (tiga) desa Kecamatan Bontomarannu 
belum terjadi pertanggungjawaban secara langsung kepada masyarakat. Hal 
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tersebut terjadi karena belum ada transparansi atau keterbukaan oleh 
pemerintah desa sebagai pengelola ADD kepada masyarakat dalam bentuk 
informasi penggunaan dana ADD 
4. Pengawasan pengelolaan keuangan ADD yang dilakukan oleh BPD sebagai 
pengawas berfungsi untuk menetapkan peraturan desa bersama kepala desa 
sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Pengawasan BPD terhadap 
pengelolaan keuangan ADD telah dilaksanakan dengan semaksimal mungkin 
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari BPD yang ditandai dengan 
pembangunan infrastuktur desa yang bersumber dari ADD.  
B. Implikasi Penelitian 
1. Diharapkan pemerintah desa lebih mampu lagi meningkatkan untuk mendorong 
masyarakat agar bisa hadir kalau perlu semua desa dalam forum musyawarah 
desa (musrembang) sehingga pemerintah desa mampu siap menerima masukan-
masukan dari masyarakat 
2. Diharapkan ada di buat secara tertulis keputusan yang diambil oleh aparatur 
pemerintah desa dalam alokasi dana desa sehingga masyarakat yang tidak ikut 
dalam forum musyawarah desa (musrembang) untuk perumusan alokasi dapat 
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Tahap Perencanaan 
1. Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi dan partisipasi 
dalam proses perencanaan pengelolaan keuangan alokasi dana desa ? 
Informan: 
Untuk prinsip transparansi itu disetiap rapat kordinasi itu kita selalu menjelaskan 
ke pada masyuarakat ini-ini yang kita kerjakan kemudian kita ada namanya 
papan informasi dan papan pengumuman kita pasang, disana ini sumber dananya 
ini,  untuk pengelolaannya  ini, pembiayaan untuk ini, terus untuk partisipasinya 
setiap kegiatan kita selalu undang masyarakat dan Alhamdulillah tidak pernah 
kurang dari 50 orang yang hadir. 
2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan 




Iya, Alhamdulillah dengan adanya juga BPD dengan mereka menyalurkan 
aspirasi mereka kepada ke BPD karena BPD itu sebagai bagian dari (kalau orang 
kabupaten namanya DPR) RKMD. Alhamdulillah di desa pakatto ini tiap bulan 
kita mengadakan rapat kordinasi setiap tanggal 5 (lima) jadi disitu bisa 
disalurkan aspirasinya. 
3. Apakah ada komitmen dari pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi 
masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa ? 
Informan: 
Saya kira iya pasti ada harus ada komitmen untuk melibatkan seluruh elemen-
elemen masyarakat  khususnya lembaga-lembaga yang ada di desa itu semua 
harus ada keterlibatannya. 
4. Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan keuangan alokasi dana desa 
yang dilakukan oleh pemerintah desa ? 
Informan: 
Perencanaan itu kita awali dengan musyawarah dusun kemudian dari 
musyawarah dusun kita sudah bentuk tim penyusun RKPDes namanya kemudian 
tim RKPDes kita panggil untuk dalam musyawarah desa kemudian masuk ke 
musyawarah desa untuk penetapan rancangan RKPDes kemudian kemarin  
penetapan RKPDes  setelah itu masuk ke penetapan APBDes. 
5. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah desa dalam rangka perencanaan 
pengelolaan keuangan alokasi dana desa ? 
Informan: 
Kita semua undang semua lembaga-lembaga yang ada di desa, kemarin kebetulan 
musyawarah desa (musrembang) lebih dari 150 orang yang hadir Alhamdulillah 
sudah semua terkaper didalamnya. 
6. Bagaimana pemerintah desa mengakomodir segala masukan dari peserta 
musyawarah desa dalam proses perencanaan pengelolaan keuangan alokasi dana 
? 
Informan: 
Kan ada namanya RPJMDes semua masukan dari peserta musyawarah tidak kita 
bisa aplikasikan satu tahun tapi untuk enam tahun kedapan dan kkita sesuaikan 
dengan perangkinang daftar usulan prolialitas itu yang kita utamakan. 
7. Apakah pemerintah desa memiliki rekening bank untuk proses pencairan alokasi 
dana desa ? 
Informan: 
Iya ada setiap desa memiliki rekening bank desa 
8. Bagaimana mekanisme proses pencairan alokasi dana desa ? 
Informan: 
Kita melihat dari permintaan PTPD (Pelaksana Teknis Pemerintah Desa) dari 
PTKD dibawah ke bendahara meneruskan ke sekretaris desa nanti di aac din 




1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan 
penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses 
pelaksanaan program yang didanai dari alokasi dana desa ? 
Informan: 
Dalam penetapan itu semua diundang unsur-unsur ataun lembaga-lembaga yang 
ada semua di desa itu. Dalam penetapan itu kita umumkan apa-apa yang 
dikerjakan kemudian dalam pelaksanaannya itu bukan pak desa sendiri yang 
mengerjakan tetapi lembaga LKMD yang ada di desa mereka sebagai pelaksana 
yang dibawah terus kemudian dalam setiap proyek itu kita pasang pengumuman. 
2. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip transparansi dalam 
pelaksanaan alokasi dana desa ? 
Informan: 
Kalau dilihat pak desa ini betul-betul orangnya transparan kenapa begitu setiap 
kegiatan itu kita semua berdiskusi dulu berkumpul dalam setiap untuk 
pelaksanaan-pelaksanaan ini bagaimana dananya untuk ini dan lain 
sebagainyakan adanamnya tim penyusun, tim penyususn ini harus tahu semua. 
Betul-betul pada desa ini merangkum orang-orangnya yang tahu dalam tim 
penyusun ini.  
3. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilita dalam 
pelaksanaan alokasi dana desa ? 
Informan: 
Untuk pertanggungjawaban kami serahkan dari LKMD pelaksanaan yang 
dibawah jadi semua laporan LKMD kita terima kemudian diverifikasi 
dibendahara desa dan BPKD kemudian diverifikasi ulang sama sekretaris desa 
dan dilaporkan lagi ke kepala desa. 
4. Apa saja program pemberdayaan masyarakat yang didanai oleh alokasi dana 
desa? 
Informan: 
Untuk pemberdayaan masyarakat yakni adanya pelatihan-pelatihan peningkatan 
SDM kemudian ada peningkatan SDM Masyarakat khususnya kemudian untuk 
lembaga-lembaganya dan ada namnaya bantuan di BUMDes. 
Tahap Pertanggungjawaban 
1. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam 




2. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam proses 
pertanggungjawaban pengelolaan keuangan alokasi dana desa? 
Informan: 
Untuk laporan ada namanya laporan bulanan kemudian ada laporan pertriwulan 
kemudian nanti setelah enam bulan ada namanya laporan realisasi tiap semester 
kemudian yang terakhir laporan reaslisai satu tahun.  
3. Apakah ada kesulitan dari pemerintah desa dalam membuat pertanggungjawaban 
keuangan ? 
Informan: 
Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada karena betul-betul  ada namanya sudah 
berfungsi sesuai dengan fungsinya masing-masing. 
4. Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur struktural yang telah 
ditentukan ? 
Informan: 
Iya, karena tidak ada komplen dari masyarakat tidak ada juga kkomplen dari  atas 
tidak mungkin jadi artinya telah sesuai apa yang ditentukan oleh kabupaten. 
5. Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program alokasi dana desa dengan yang 
telah direncanakan sebelumnya ? 
Informan: 
Iya karena dalam penetapan itu memang kita sesuaikan dengan patuahan 
anggaran kabupaten sesuai dengan anggaran perubahan itu dilakukan pada bulan 
November tahun berjalan tapi tidak seberapa yang berubah palingan berubah itu 
pendapatan PBB bagi hasil pajaknya.  
Pengawasan: 
1. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan 
kepada desa dalam rangka pengelolaan alokasi dana desa? 
Informan: 
BPD telah menjalankan tugas dan fungsinya untuk melakukan pengawasan 
terhadap pengelolaan ADD di desa Pakatto ini dilakukan baik secara langsung 
turun kelapangan maupun tidak langsung dengan meminta laporan-laporan 
kepada pemerintah desa tentang kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat 







Nama    : H. Rachman Mapparessa, SE., M.Si 
Jabatan  : Kepala Desa dan Kepala Kecamatan 
Desa   : Nirannuang 
Tanggal Wawancara : 13 September 2016 
Waktu  : 13.00-14.00 WITA 
 
Tahap Perencanaan 
1. Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi dan partisipasi 
dalam proses perencanaan pengelolaan keuangan alokasi dana desa ? 
Informan: 
Yang pertama itu kita membuat musyawarah desa dimana yang hadir itu ada 
BPD, LPM, Pemerintah desa, kepala dusun terutama juga masyarakat desa 
dimana semua program yang menyangkut disampaikan secara transparan mulai 
dari perencanaan, pengelolaannya dan pertanggungjawabannya menjad 
keharusan untuk selalu terbuka. 
2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan 
keuangan alokasi dana desa ? 
Informan: 
Partisipasi masyarakat sangat baik, kita melibatkan semua masyarakat saat 
adanya musrenbang dan sangat antusias hadir dalam memberikan masukan-
masukan. Semuanya mereka dilibatkan karena untuk mengetahui sejauh mana 
pengelolaan keuangan ADD itu sendiri 
3. Apakah ada komitmen dari pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi 
masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa ? 
Informan: 
Iya, jelas ada. Seperti saat ini mengadakan pendidikan keterampilan masyarakat 
melalui anak-anak muda 
4. Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan keuangan alokasi dana desa 
yang dilakukan oleh pemerintah desa ? 
Informan: 
Dengan cara membentuk tim, mengadakan musrembang desa, usulan masyarakat 
terus baru dituangkan ke APBDes. Jika semua sudah masuk baru pelaksanaan 
nantinya.  
5. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah desa dalam rangka perencanaan 
pengelolaan keuangan alokasi dana desa ? 
Informan: 
Semua elemen masyarakat harus hadir, BPD, LPM, kepala dusun, RT, perangkat 
desa, dan kepala desa. 
6. Bagaimana pemerintah desa mengakomodir segala masukan dari peserta 




Semua usulan dari bawah ditampung, tetapi di desa diklarifikasikan mana yang 
lebih penting dibutuhkan (diprioritaskan). 
7. Apakah pemerintah desa memiliki rekening bank untuk proses pencairan alokasi 
dana desa ? 
Informan: 
Iya ada 
8. Bagaimana mekanisme proses pencairan alokasi dana desa ? 
Informan: 
Membuat permohonan permintaan pencairan dengan melampirkan poin-poin 
kebutuhan desa untuk saat itu ke bagian BPMD kabupaten jadi setelah itu BPMD 
kabupaten akan mengolah permohonan kita untuk bisa dicairkan sebagai ADD 
dengan tetap meminta persyaratan termasuk kebuthan-kebuthan saat itu karena 
tdk semuanya bisa dicairkan. 
Tahap Pelaksanaan 
1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan 
penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses 
pelaksanaan program yang didanai dari alokasi dana desa ? 
Informan: 
Berdasarkan musrembang yang akan dilakukan dan disesuaikan dengan dana 
yang ada untuk melakukan pembangunan dengan apa yang menjadi usulan 
masyarakat. 
2. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip transparansi dalam 
pelaksanaan alokasi dana desa ? 
Informan: 
Kita ada papan pengumuman, seperti pelaksanaan atau program-program. Setiap 
akhir tahun dicabut karena akan melangkah ketahun berikutnya. 
3. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilita dalam 
pelaksanaan alokasi dana desa ? 
Informan: 
Semua program dari anggaran ADD dengan catatan dilampiri dengan penunjang, 
tentunya ada nota, kuitansi dan jika ada proposal menggunakan proposal da nada 
juga pelaporan akhir. 
4. Apa saja program pemberdayaan masyarakat yang didanai oleh alokasi dana 
desa? 
Informan: 
Bantuan untuk social PKK, posyandu, sarana olahraga, dan lain-lain 
Tahap Pertanggungjawaban 
1. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam 
pertanggungjawaban pengelolaan keuangan alokasi dana desa ? 
Informan: 
Untuk keterbukaan pengelolaan ADD kami mengundang BPD, LMP, dan tokoh-
tokoh masyarakat setiap 3 bulan sekali untuk melakukan evaluasi pelaksanaan 
ADD yang sudah saya laksanakan. 
2. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam proses 
pertanggungjawaban pengelolaan keuangan alokasi dana desa? 
Informan: 
Buku kas umum, buku kas pembantu, surat pernyataan pertanggungjawaban dari 
kepala desa bahwa ADD yang disalurkan ke pemerintah daerah sudah 
didistribusikan. 
3. Apakah ada kesulitan dari pemerintah desa dalam membuat pertanggungjawaban 
keuangan ? 
Informan: 
Tidak ada kesulitan yang kami hadapi sampai saat ini. 
4. Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur struktural yang telah 
ditentukan ? 
Informan: 
Melalui kas pembantu umum, dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung yang 
sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang penerima jika berbentuk bantuan 
social, juga dimintakan surat kepenerimaan dan nota-nota yang sah. 
5. Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program alokasi dana desa dengan yang 
telah direncanakan sebelumnya ? 
Informan: 
Telah sesuai dengan rencana. Itu hasil dari musrembang, jika tidak dilaksanakan 
ada keluhan dari masyarakat.  
 
Pengawasan: 
1. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan 
kepada desa dalam rangka pengelolaan alokasi dana desa? 
Informan: 
Sampai saat ini BPD sebagai pengawas untuk pengelolaan ADD sudah berjalan 
dengan cukup baik dalam menjalankan tugasnya. Pengawasan dilakukan setiap 
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Tahap Perencanaan 
1. Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi dan partisipasi 
dalam proses perencanaan pengelolaan keuangan alokasi dana desa ? 
Informan: 
Untuk proses disini, saya mengedepankan mufakat jadi setiap proses mulai 
perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian selalu dilakukan dengan 
musyawarah apa saja yang diuambil keputusan apa saja yang dihasilkan harus 
melalui musyawarah mufakat kecuali ada hal-hal tertentu yang harus saya saja 
yang menentukan baru saya yang ambil keputusan sendiri tetapi kalau untuk 
kepentingan orang banyak apalagi pengelolaan keuangan ADD itu saya selalu 
melalui musyawarah lewat rapor atau rapor terbatas jadi transparansinya. Kami 
memasang papan informasi yang memuat seluruh rencana penggunaan ADD dan 
dana-dana lain yang dikelola oleh pemerintah desa. Jadi nanti dalam 
pertanggungjawaban kami juga tidak begitu repot. 
2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan 
keuangan alokasi dana desa ? 
Informan: 
Partisipasinya dalam perencanaan saya mengandung masyarakat untuk 
mengusulan dan pekrjaan, pengsulan lingkungan yang harus dibenai apa saja itu 
yang dibenai itu dari keinginan masyarakat dengan hal sperti itu partisipasinya 
juga sangat aktif dan besar mereka partisipasi karena saya selalu mau mendengar 
keluhan-keluhannya dan kebutuhan-kebutuhannya. 
3. Apakah ada komitmen dari pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi 
masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa ? 
Informan: 
Yaitu bukan sebenarnya bilang komitmen karena secara tidak langsung 
pemerintah daerah dengan adanya ADD ini yang diminta untuk dilaksanakan 
secara transparan dengan adanya seperti itu secara tidak langsung kita 
berkomitmen kepada pemerintah daerah untuk tetap melaksanakan proses 
perencanaan pelaksanaan dan penyelesaiannya, kan secara tidak langsung kita 
kan sudah menjawab keinginan pemerintah daerah  bahwa pelaksanaan ADD itu 
harus transparan mulai dari perencanaan pelaksaanna dan penyelesaianya apalagi 
dari dalam keuanganya jadi itu tidak harus ada komitmen dan kita ini sebagai 
pemerintah desa dan masyarakat desa sadar dengan sendirinya bahwa kita harus 
menunjukkan kepada pemerintah daerah  kita semua kegiatan kegiatan atau 
semua petunjuk-petunjuk dari pemerintah daerah harus dilaksanakan sebaik-
baiknya walaupun itu tanpa ada komitmen sendiri kepada pemerintah daerah kita 
4. Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan keuangan alokasi dana desa 
yang dilakukan oleh pemerintah desa ? 
Informan: 
Seperti sebelumnya kita menampung aspirasi untuk merencanakan yang melalui 
musyawarah setelah itu dengan TIM yang akan mengolah keinginan dan 
kebutuhan masyarakat itu didalam struktur desa yang nanti akan menjadi 
RPJMDes atau RKP yang dilakukan setiap tahun. 
5. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah desa dalam rangka perencanaan 
pengelolaan keuangan alokasi dana desa ? 
Informan: 
Semua elemen masyarakat harusn hadir mulai dari tokoh masyarakanya, 
pemudanya, PKK, kader-kader posyandu, karang taruna, semua harus ada dan 
saya selalu meminta setiap rapat tidak boleh kurang dari 60 orang yang hadir. 
6. Bagaimana pemerintah desa mengakomodir segala masukan dari peserta 
musyawarah desa dalam proses perencanaan pengelolaan keuangan alokasi dana 
? 
Informan: 
Untuk mengakomodir untuk semua keinginan dan kebutuhan masyarakat karena 
anggaran untuk desa sangat terbatas anggaran didaerahn pun terbatas itu akan 
bagi-bagi kebeberapa desa jadi kita harus mengedepankan skala probilitas jadi 
didalam menampung masukan kita menyampaikan keopada seluruh masyarakat 
untuk memaklumi keterbatasan anggaran ini jadi kita sama-sama saling mengerti 
dan disini lah kita melihat partisipasi dan masyarakat merasa saling 
pengertiannya kesamanya karena bisa dilihat bagaimana dulu yang diutamakan.  
7. Apakah pemerintah desa memiliki rekening bank untuk proses pencairan alokasi 
dana desa ? 
Informan: 
Iya, karena itu salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk menampung 
dana ADD dari kabupaten APBD dan dari pusat APBN. 
8. Bagaimana mekanisme proses pencairan alokasi dana desa ? 
Informan: 
Kita membuat permohonan permintaan pencairan dengan melampirkan poin-poin 
kebutuhan desa untuk saat itu ke bagian BPMD kabupaten jadi setelah itu BPMD 
kabupaten akan mengolah permohonan kita untuk bisa dicairkan sebagai ADD 
dengan tetap meminta persyaratan termasuk kebuthan-kebuthan saat itu karena 
tdk semuanya bisa dicairkan. 
Tahap Pelaksanaan 
1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan 
penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses 
pelaksanaan program yang didanai dari alokasi dana desa ? 
Informan: 
Semua hal apa saja yang akan kita lakukan atau apa yang kita kerjakan di desa itu 
kita melalui rapat dan musyawarah untuk disosialisasikan dan menyampaikan 
serta untuk terbuka kepada masyarakat disampaikan rapat kordinasi seluruh 
masyarakat desa dan elemen elemen masyarakat dan ada juga rapat kordinasi 
terbatas dihadiri kepada kepala dusun dan aparat desa dan juga disampaikan 
melalui masjid-mesjid dan papan pengumuman. 
2. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip transparansi dalam 
pelaksanaan alokasi dana desa ? 
Informan: 
Untuk prinsip transparansi setelah kita melakukan sosialisasi penyampaian 
kepada masyarakat setiap pekerjaan yang dilakukan di desa itu kita memasang 
papan seperti pratasti bahwa pekerjaan ini hasil dari ADD jadi masyarakat yang 
melalui tempat itu mereka bisa tahu bahwa ini lah hasil dari ADD terus non 
fisiknya kita sampaiakan bahwa kegiatang dibuat disampaikan bahwa dana iini 
berasal dari ADD untuk bidang kemasyarakatan. 
3. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilita dalam 
pelaksanaan alokasi dana desa ? 
Informan: 
Semua data-data pemasukan dibuat oleh bendahara dan hasil perhitungan 
pencatatan bendahara dilaporkan ke kabupaten untuk realisasinya dan untuk 
kebuthan kedepan kita juga bicarakan kepada masyarakat lewat musyawarah-
musyawarah. 
4. Apa saja program pemberdayaan masyarakat yang didanai oleh alokasi dana 
desa? 
Informan: 
Pengembangan karang taruna, PKK, posyandu 
Tahap Pertanggungjawaban 
1. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam 
pertanggungjawaban pengelolaan keuangan alokasi dana desa ? 
Informan: 
Setiap tiga bulan sekali selalu diadakan evaluasi pelaksanaan ADD yang 
mengundang tokoh masyarakat, LPM, BPD. Evaluasi dilakukan untuk 
mewujudkan transparansi dalam ADD dan diharapkan adanya masukan-masukan 
demi berjalannya ADD, SPJ, LKPJ, laporan akhir. 
2. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam proses 
pertanggungjawaban pengelolaan keuangan alokasi dana desa? 
Informan: 
Daftar realisasi penggunaan anggaran, daftar permintaan dana, nota-nota atau 
surat-surat kwitansi untuk mendukung untuk pertanggung jawaban tersebut. 
3. Apakah ada kesulitan dari pemerintah desa dalam membuat pertanggungjawaban 
keuangan ? 
Informan: 
Kalau dibilang kesulitan, bisa juga dibilang tidak artinya kita pemerntah desa 
tetap harus ikut aturan main yang telah ditetapkan oleh pemerintah jadi apapun 
petunjuk dari pemerintah daerah ke pemerintah desa itu harus dilaksanakan 
walaupun kadang-kadang kesulitan diwaktu yang mungkin agak lama membuat 
pertanggugjawaban laporan karena yang diminta itu bermacam-macam, jadi 
dapat disimpulkan bahwa tidak ada kesulitan.  
4. Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur struktural yang telah 
ditentukan ? 
Informan: 
Iya, semua pelaporan itu kita harus mengikuti semua alur atau mekanisme yang 
ditentukan oleh pemerintah daerah . 
5. Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program alokasi dana desa dengan yang 
telah direncanakan sebelumnya ? 
Informan: 
Jadi kita memang harus dituntut melaksakan semua perencanaan yang ada karena 
kalau kita tidak lakukan itu akan menjadi catatan terburuk bagi desa dan dana 
ADD akan ditarik kembali untuk dikembalikan ke kas pemerintah jadi maka apa 
saja yang sudah kita rencanakan untuk dibiayai oleh ADD harus dilaksanakan 
sebaik-baiknya sesuai aturan yang berlaku.  
Pengawasan: 
1. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan 
kepada desa dalam rangka pengelolaan alokasi dana desa? 
Informan: 
Fungsi BPD sebagai pengawas untuk pengelolaan ADD di pedesaan Mata Allo 
ini sudah cukup maksimal, dari BPD sudah berperan cukup baik dalam 
mengawasi penggunaan ADD. Hal ini dapat terlihat mulai berkembangnya desa 
dengan dibangunnya berbagai infrastruktur di desa, dan sering diadakan berbagai 
kegiatan-kegiatan di desa. 
Catatan: 
Tambahan wawancara: 
1. Bagaimana tingkat partisipasi kehadiran masyarakat dalam musyawarah desa 
(musrembang) dalam perencanaan ADD ? 
Informan: 
Musrembang mencakup keseluruhan anggaran dana yang akan diberikan kepada 
masyarakat baik secara intern desa sendiri, BPD, dan kelompok-kelompok 
masyarakat yang digunakan seperti bidang pengembangan wilayah, sosial 
budaya, ekonomi. Kita mengundang dalam bentuk musyawarah desa 
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Informan:  
1. Kepala desa 
2. Sekretaris desa 
3. Bendahara desa  
4. Masyarakat  
 
Penelitian ini merupakan penelitian yang melihat tentang bagaimana proses 
perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban ADD di Kecamatan 
Bontomarannu Kabupaten Gowa. Penelitian ini difokuskan pada penerapan prinsip 
transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan tim pelaksana yang dibentuk di 
masing-masing desa. Penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan ADD ini dimulai 
dari tahap perencanaan, pelaksanaan semua kegiatan, dan paska kegiatan sehingga 
pengelolaan ADD diharapkan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini dilakukan 
dengan melakukan wawancara kepada informan dengan secara mendalam yang 
dianggap memiliki kapasitas dalam memberikan informasi tentang bagaimana 
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa (ADD) 





A. Tahap Perencanaan 
1. Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi dan partisipasi 
dalam proses perencanaan pengelolaan keuangan alokasi dana desa ? 
2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan 
pengelolaan keuangan alokasi dana desa ? 
3. Apakah ada komitmen dari pemerintah daerah untuk meningkatkan 
partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana 
desa ? 
4. Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan keuangan alokasi dana 
desa yang dilakukan oleh pemerintah desa ? 
5. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah desa dalam rangka perencanaan 
pengelolaan keuangan alokasi dana desa ? 
6. Bagaimana pemerintah desa mengakomodir segala masukan dari peserta 
musyawarah desa dalam proses perencanaan pengelolaan keuangan alokasi 
dana desa ? 
7. Apakah pemerintah desa memiliki rekening bank untuk proses pencairan 
alokasi dana desa ? 
8. Bagaimana mekanisme proses pencairan alokasi dana desa ? 
B. Tahap Pelaksanaan 
1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan 
penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses 
pelaksanaan program yang di danai dari alokasi dana desa ? 
2. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip transparansi dalam 
pelaksanaan alokasi dana desa ? 
3. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam 
pelaksanaan alokasi dana desa ? 
4. Apa saja program pemberdayaan masyarakat yang didanai oleh alokasi dana 
desa ?  
C. Tahap Pertanggungjawaban 
1. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam 
pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa ? 
2. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam proses 
pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa ? 
3. Apakah ada kesulitan dari pemerintah desa dalam membuat 
pertanggungjawaban keuangan ? 
4. Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur struktural yang telah 
ditentukan ? 
5. Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program alokasi dana desa dengan 
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